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ABSTRAK

Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap
masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah, untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan yang mana hal tersebut menjadi salah satu syarat dilangsungkannya
perkawinan. Permasalahan dalam tesis ini ialah pertama, bagimanakah tinjauan
sadd az-zari’ah terhadap dasar filosofis kebijakan pemerintah yang tercantum
dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling
dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin? Kedua, bagaimanakah
tinjauan maslahah al-mursalah terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor
185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon
Pengantin dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia?
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Sumber data
dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder, sumber data
sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan
hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an, Hadis,
dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017, yang kemudian
dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan
data melalui editing, klasifikasi, ferifikasi, dan sistematisasi data. Kemudian data
dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pertama,
Tinjauan sadd al-zari’ah terhadap dasar filosofi kebijakan pemerintah DKI Jakarta
No. 185 Tahun 201# tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon
Pengantin bahwa/ Kkebijakan""pemerintah gtersebut yang mewajibkan calon
pengantin untuk melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat
perkawinan ialah “pahwa hals tersebut
alam rangka menutup celah terjadinya n

dengan tujuan dari but dengan maqasid
syari’ah yaitu demi men) Jiwa antar calon pengantin
dari penyakit menular, menjaga jiwa bagi fbu hamil juga pada bayi yang
dikandungnya). Diadakannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun
2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin adalah
untuk memberikan kemaslahatan bersama khususnya bagi calon pengantin dan
anak keturunannya sebagai generasi penerus bangsa yang sehat jasmani rohani.
Dengan demikian, adanya Peraturan Gubernur ini, menjadi kontribusi kepada
pemerintah pusat agar dijadikan regulasi pada tingkatan yang lebih tinggi terkait
dengan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, seperti memberikan jaminan
kesehatan dan konseling yang lebih komprehensif bagi mereka yang akan
melaksanakan pernikahan sebagai upaya pengembangan hukum keluarga Islam di
Indonesia



ABSTRACT

The DKI Jakarta Government has made a policy that obliges every citizen of
DKI Jakarta who wants to get married to carry out a medical examination, which
is one of the conditions for conducting a marriage. The problems in this thesis are
first, how is sadd al-zari'ah review of the philosophical basis of government
policies listed in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 185 of 2017
concerning Counseling and Health Examination for Prospective Brides? Second,
how is maslahah al-mursalah’s review of the Regulation of the Governor of DKI
Jakarta Number 185 of 2017 concerning Counseling and Health Checks for Bride-
to-Be in the context of developing Islamic family law in Indonesia?

This research is a type of library research. Sources of data in this study use
secondary data sources, secondary data sources contain primary legal materials
and secondary legal materials as well as tertiary legal materials. The primary legal
materials in this study are the Qur‘an, Hadith, and the Regulation of the Governor
of DKI Jakarta No. 185 of 2017, which is then supplemented with secondary and
tertiary legal materials. Data processing through editing, classification,
ferification, and data systematization. Then the data were analyzed qualitatively
with the deductive thinking method.
Based on the results of this study, it can be concluded that first, a review of sadd
al-zari ‘ah on the philosophical basis of DKI Jakarta government policy No. 185
of 2017 concerning Health Counseling and Examination for Bride-to-Be, that the
government policy which obliges prospective brides to comduct counseling and
health checks as a ¢ondition formarriage Is that it'is a preventive effort, namely in
se the gap for unwanted things to-occur either in terms of health and in
econd,“in"terms of mas/iahah mursalah, the i the DKI
nt which makes regulations to obligel pro brides
ling and medical gxaminations gs a condition for m [
law“because réano that are prohi
of acthef e jt48 indine wit
at is called magqas id shari’ ah, na
Is of the prospective bri
egnant wo ell as the babies they are
carrying). The impl rnor of DKI Jakarta
No. 185 of 2017 concern eckups for Bride-to-be is
to provide mutual benefit, especially for prospective brides and their offspring as
the nation's future generations who are physically and mentally healthy. Thus, the
existence of this Governor Regulation is a contribution to the central government
so that it becomes a regulation at a higher level related to medical examinations
for prospective brides, such as providing health insurance and more
comprehensive counseling for those who will carry out marriage as an effort to
develop Islamic family law in Indonesia.

diseases, to protect the s
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158
Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat
dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab Nama Huruf latin Nama
| Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
o Ba B Be
- Ta T Te
N Sa Es (dengan titik
di atas)

Zet (dengan titik

di atas)
Ra R Er
J
. Zai Z Zet
J
Sin S Es




Syin Sy Es dan ye
Sad S Es (dengan titik
di bawah)
Dad D De (dengan titik
di bawah)
Ta T Te (dengan titik
di bawah)
Za 4 Zet (dengan titik
di bawah)
‘Ain < Apostrof terbalik
Gain G Ge
Fa F Ef

Qi

Ka

We
Ha

Hamzah _’ Apostrof
Ya Y Ye

viii




Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda (°).

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
i Fathah A A
| Kasrah I I
[ Dammah U U

Vokal rangkap bahasa arab.yang lambangnya berupa gabungan antara

athah dﬁau I

Maddah atau vo - lamban - pa harakat dan huruf,

transliterasinya

Harkat dan Nama Huruf dan tanda Nama
Huruf
s Fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
@0 Kasrah dan ya i I dan garis di atas
50 Dammah dan wau u u dan garis di
atas




4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (7asydd)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:\S) :

rabbana. Jika huruf ¢ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (&), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

Kata Sandang

huruf alif

ang ditulis terpisah dari
dihubungkan dengan

A f

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi

7. Hamzah

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa



Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh: Fi Zilal al-Qur’an, Al-Sunnah qabl al-tadwin, Al-Ibarat bi
‘umum al-latz la bi khusus al-sabab
9. Lafz al-Jalalah
Kata Allah‘yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

huruf awal nama diri tersebut,

letak pada awal kalimgf, maka h
b\

ari judul referensi yang didahului

baik ketika
CDK, dan DR)
Tusi, Abu Nasr al-Farabi.

teks maupun I an (CK, DP,

ul, Nasir al-Din al-

Xi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan wadah yang melegalkan hubungan seksual antara
laki-laki dan perempuan sebagai mitagan ghafidan' Keluarga yang bahagia
dan kekal dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa.” Setiap orang yang menikah
pasti punya tujuan tertentu. Bisa material, sosial atau spiritual. Namun, tidak
semua orang bisa menggambarkan apa tujuan ini dan kemudian menjaganya
sebagai pedoman untuk kehidupan pernikahan.

Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas, maka akan sulit untuk
memastikannya ada, agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga.
Apalagi, jika tujuan ini justru pupus, memudar dan hilang, maka tinggal
menunggu waktu ikatan pernikahan tersebut bisa putus di tengah jalan. Jikapun

suatu ikatan harus terus dilalui dengan tanpatujuan dan makna, maka seluruh

kehidupan rumah ta akaﬂpa, v ih m tersiksa, stress, dan
I. i a yan dealk perlindungan

dan keg@j tel enjadi_tempat kekerasan kej uk itu,
i j ju abalr« ole mi i sebagai

I
arungi biduk rum n n itulah yang

-

Jika merujuk pada QS. al-Rum [30]: 21 yang berbunyi:

2 o T L7700 }},/w - /’65} 2 g S, Ao - ei,_ VA
7 - - ] - * . | . -
=i Jar L) 1550 Byl il e N Gle O Cals s

< G Z
}w/ . = <

Oy iy 58] N EU'S § O 35 835
Artinya:”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan

pasangan-pasangan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

pemandu me

perlu dirawat, dijaga,

4 \\m
a

! Agus Hermanto, “Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis
Muslim Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri “ Jurnal Nizham, Vol. 7, No. 02 Juli-Desember
2019, (Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung), h. 262 , dapat diakses
di: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1868/1455, dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah.

2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.



http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1868/1455

menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)
bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rum: 21)°
Secara umum, manusia cenderung mencari pasangan untuk mendapatkan
ketenangan. Pria yang menikah dengan wanita berharap dapat rukun
dengannya, dapat memadukan cinta (mawaddah wa rahmah) secara harmonis,
dan dapat dengan mudah mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia
mengemudi. Hal yang sama juga, terjadi pada perempuan yang menikahi laki-
laki, untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bersama
pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu
kompleks ini. *

Pada penjelasan sebuah hadis:
1Y ohall £S5y 16 alag Ll A s ég\égrk; W A oz Gh G 325
£ o oale 52 (A% g Uil BB G Bud iy Ll

5 Azl
Artinya:”Dan irah r.aM Hwa a: Nikahilah

wani mpat hal: karena hartany

nya kaen aman
A N

Hadis di atas m a aman dalam sebuah

cant
is

perkawinan dapat saja terkait hal-hal biologis (al-jamal), ekonomi (al-mal),
sosial (hasab), keluarga (nasab), dan bisa moral-spiritual (a/-din). Empat hal
pertama adalah lumrah menjadi tujuan pernikahan bagi setiap orang, tetapi
level kualitas dan kuantitasnya mudah naik-turun dan bisa timbul tenggelam.
Tergantung pada usia, kesehatan, kesempatan, pengalaman, dan juga terkadang

pada nasib.

® Kementerian Agama Republik Indonesia, a/-Mubin, (al-Qur’an dan Terjemahannya),

(Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 406.

* Fagihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: IRCiSoD,

2019), h. 333

> al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, (Mekah: Dar al-Ulum, 1478H), h. 201.



Terkait dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan
Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang  Konseling dan
Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, bahwa hal yang
melatarbelakangi dibuatnya kebijakan ini ialah adanya perhatian pemerintah
mengenai kesehatan reproduksi calon pengantin. Kesehatan reproduksi
mengacu pada kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang berkaitan
dengan sistem fungsional dan proses reproduksi, termasuk kekurangan dan
kelainan yang mempengaruhi kesehatan manusia.

Hal ini dikarenakan, yang menjadi masalah utama kaum perempuan pada
kesehatannya terkait dengan masalah kesehatan ibu selama kehamilan,
persalinan, dan nifas. Umumnya, kemungkinan anak meninggal lebih tinggi
yang lahir dari ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, ibu dengan interval
kelahiran yang pendek, atau ibu dengan usia kehamilan tinggi.® Selain itu,

masalah utama yang mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi ialah masalah gizi,

di antaranya anemia dam kurang,energi kronis pada wanita usia subur.
Di Indonesi M tabun mengalami

penuruggan. vey Demografi dan

i ke

Dari 68 00 kelahiran hidup pa
kematian per 1.000 WW Hal ini dikarenakan
adanya pelayanan kesehatan ba¥f, kesadaran masyarakat akan

pemeriksaan kehamilan meskipun masih terdapat pada beberapa masyarakat

yang kurang menyadari hal tersebut, dan juga dipengaruhi oleh kesadaran
masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan
yang diadakan oleh pemerintah malalui pihak-pihak terkait. Seperti yang
dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta yang membuat suatu kebijakan yang
mewajibkan bagi calon pengantin untuk memeriksakan kesehatan sebelum

melangsungkan perkawinan.

® Kementerian Kesehatan Jakarta, Survei Demorafi dan Kesehatan Indonesia 2017,
(Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 176.

" Anindhita Maharani, “Rapor Merah Angka Kematian Bayi di Indonesia” (on-line),
tersedia di: (diakses tanggal 21 Juli 2020) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Tujuan dibuatnya peraturan tersebut ialah untuk memberikan pedoman
operasional bagi sektor terkait dalam memberikan konsultasi dan pemeriksaan
fisik bagi calon pengantin dalam rangka pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.® Setiap
anggota masyarakat yang akan menikah di wilayah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta termasuk di dalamnya masyarakat miskin yang ada dalam data
Basis Data Terpadu (BDT) termutakhir mempunyai hak dan kewajiban yang
sama untuk memperoleh pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi
calon pengantin yang berkualitas termasuk pelayanan informasi dengan
memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.® Namun, fenomena
yang terjadi di masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan tersebut ialah masih
adanya pernikahan yang luput dari pemeriksaan kesehatan sebelum menikah
oleh calon pengantin.

Upaya kesehatan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan

in di ProvinsiDaerah
ya sar

peningkatan hatan calon pengantin dan t

sehat d A I A

e
Suatu hakan dibuat oleh pemerint arus engandung
endoronggpenulis untuk

kemaslahatan bagi mas al ini
mencermati, meneliti, mengka i) m bentuk tesis. Adapun judul

tesis yang penulis bahas ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan
Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan

Kesehatan Bagi CalongPengan husus Ibukota Jakarta

harus membegikan mendukung

nerasi yang

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Konteks Pengembangan

Hukum Perkawinan Indonesia”

8 peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbu kota Jakarta No. 185 Tahun 2017
tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, Pasal 2.

® Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbu kota Jakarta No. 185 Tahun 2017
tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, Pasal 7.

9 peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta No. 185 Tahun 2017
tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, Pasal 8.



B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi
permasalahan berikut ini:

a. Fenomena yang terjadi di masyarakat DKI Jakarta bahwa terdapat
tingginya angka kematian ibu dan bayi, banyaknya penyakit menular
antar pasangan, serta penyakit menurun dari orang tua ke anak.

b. Adanya harapan pemerintah untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang
bahagia dan kekal melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada
masyarakat DKI Jakarta terkait kesehatan calon pengantin.

c. Dikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017
tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

d. Masih adanya pernikahan yang luput dari pemeriksaan kesehatan
sebelum menikah oleh calon pengantin.

2. Batasan Masalah

Untuk memud I [ i aruang lingkup

pemRahasa n ini dibatasi pada kont dalam

kebi Jakﬁllnmra rta No.

185 T 017 ng Konseling dan Pemesi atan Bagi
Calon Pengantin % m hukum  perkawinan
Indonesia ditinjau dari huku

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat
dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagimanakah tinjauan sadd az-zari’ah terhadap dasar filosofis kebijakan
pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185
Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon
Pengantin?

2. Bagaimanakah tinjauan mas/ahah al-mursalah terhadap Peraturan Gubernur

DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan



Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum

perkawinan Indonesia?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tinjauan sadd az-zari’ah dasar filosofis kebijakan
pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185
Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon
Pengantin.

2. Untuk menganalisis tinjauan maslahah al-mursalah terhadap Peraturan
Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan
Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum

perkawinan Indonesia.

E. Manfaat penelitian
Penelitian ini gun mber'w' formv' pada yarakat secara umum
i ij | Jakarta meng i pemeriksaan
gantin wang_terdapat di d bernur
hhll &1 it d an oleh
masyarakat wsebagat j ait masalah
kebijakan pemerintah*n&sehatan sebagai syarat
dilangsungkannya perkawinan. adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan program
studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam
berfikir sebagai masukan ilmu pengetahuan dan literatur ilmiah hingga
bisa digunakan sebagai kajian akademisi yang mempelajari hukum
perkawinan, khususnya mengenai konseling dan pemeriksaan kesehatan

bagi calon pengantin sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan.



2. Secara Praktis
Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat
tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin
sebagai syarat dilangsungkan perkawinan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap
pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia terkait pemberian
konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai

syarat dilangsungkannya perkawinan.

F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk menentukan orisinalitas dan
kejujuran tesis ini. Selain itu, hal tersebut merupakan antisipasi adanya unsur
plagiarisme dalam tesis ini yang disalin oleh pihak-pihak tidak bertanggung
jawab lainnya. Sebelum penulis menjabarkan lebih lanjut, perlu dijelaskan

ma Peraturan
nseli an Bagi
teks hukum

keluarga Islam Indonesi f tesis maupuagurnal sebagai berikut:

m‘Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tes
Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Magéashid Al-

1. Khusni Tamrin, p

Syari’ah”. Perubahan zaman, budaya dan gaya hidup dapat mempengaruhi
beberapa faktor termasuk diantaranya adalah tentang kesehatan, karena
kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Oleh sebab itu dalam memilih pasangan hidup (suami atau istri) haruslah
benar-benar diketahui kondisi kesehatannya dan riwayat penyakit yang
diderita. Tes kesehatan pranikah merupakan rangkaian proses yang
dilakukan oleh calon pasangan suami istri untuk mengetahui status
kesehatannya dengan periksa ke Kklinik atau rumah sakit. Praktik yang



berkembang saat ini adalah adanya suntik Tetanus Toxoid (TT) di
Puskesmas, namun pada kenyatannya telah ada beberapa klinik yang
menyediakan pemeriksaan yang lebih lengkap dibanding hanya dengan
suntik TT vyaitu tes kesehatan pranikah, hal itu adalah suatu aktivitas baru
yang muncul di masyarakat berkat perkembangan teknologi yang lebih
mutakhir. Oleh sebab itu seberapa penting atau urgent tes kesehatan tersebut
dilakasanakan dan bagaimana terkait hukumnya dalam proses pelaksanaan
tes kesehatan pranikah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian
pustaka (library reseach) yang sifat penelitianya adalah deskriptif analisis
dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Sumber data dalam
penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder, sumber data
sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta
bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-

Qur’an dan al-Hadis, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah data-data

yang akan mendukung bahan hukum primeg, seperti k
tentang medical M diguna B 2daleh magashi al-
syatiah d nisme dengan menggunaka E

filo i i At disis wa (1)
Sedang kes n pranikah perlu dilakukan#k apa faktor
yaitu mengurangi WiWn pada ibu dan anak
dan sebagai bentuk perenCa#iaa la eluarga agar dapat menjaga

kesehatannya lebih baik lagi. (2) Urgensi tes kesehatan pranikah adalah : 1)

itab figih dan literatur

untuk menyelamatkan diri sendiri dari penyakit supaya tidak menjadi
penyakit yang lebih parah; 2) untuk mengantisipasi agar pasangan tidak
terkena penyakit menular akibat hubungan badan; 3) untuk mengetahui
tingkat kesuburan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
4) untuk mencegah dari mendapatkan keturunan yang lemah. (3) Tes
kesehatan pranikah dalam perspektif maqashid al-syari’ah yaitu dalam
proses pemilihan pasangan harus memperhatikan faktor kesuburan dan
keperawanan, faktor tersebut dapat diketahui dengan melakukan tes

kesehatan pranikah, hal ini sesuai dengan konsep saad ad-dzari’ah atau



tindakan preventif. Dengan kedua faktor tersebut maka telah mendukung
tujuan pokok Hukum Islam dalam hal ini tes kesehatan pranikah lebih
ditekankan sesuai dengan hifz an-nafs dan hifz an-nasl. Tes kesehatan
pranikah dalam pandangan maqashid al-syari’ah adalah suatu keniscayaan
yang harus dilakukan dan dalam hal ini masuk dalam kategori dhartiriyyat. 1
2. Khoirul Bariyyah, penelitian tesis tahun 2019, pada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “Signifikasi
Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah)”. Kesehatan
merupakan faktor yang tak boleh diabaikan dalam pembentukan keluarga
yang bahagia sakinah mawaddah dan rohmah. Seorang yang akan
melangsungkan pernikahan perlu melakukan pemeriksaan kesehatan guna
mengetahui kemungkinan penyakit yang diderita oleh dirinya atau

pasangannya. Hal itu dimaksudkan sebagai tindakan preventif terhadap

kemungkinan penularan jika, ternyata s satu
mengidap ar. aten

meriksaan kesehatan prani

Og“lllﬂll it

tidak a ng secara jelas men meriksaan
kesehatan pra nika@ ini ?untuk mendeskripsikan
bagaimana penerapan pememMKsa e an pra nikah di Kabupaten

Lampung Tengah dan analisa dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini

ari pasangan tersebut

g Temgah, sebagian

termasuk jenis penelitian lapangan (field research), di mana data yang
penulis peroleh melalui wawancara dan dokumentasi dari  KUA,
Puskesmas, Kementrian Agama dan Dinas Kesehatan Lampung Tengah
kemudian data dianalisis secara kualitatif, setelah mendapatkan data yang
diperlukan, penulis juga melakukan pendekatan normatif-yuridis, yaitu
mencari data dari buku-buku, karya ilmiah, perundang-undangan dan

sumber-sumber lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian

1 Khusni Tamrin, Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Magashid
Al-Syari’ah, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2020), tersedia
di: http://repository.radenintan.ac.id/12335/2/TESIS%202.pdf , (akses internet 27 November 2020)
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tesis ini. Hasil penelitian ini adalah pemeriksaan kesehatan pranikah sebuah
program yang sangat bermanfaat bagi calon pengantin. Rasulullah pun
pernah mempraktekkan hal itu yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis.
Sebagai tindakan preventif bagi kemungkinan tertularnya suatu penyakit
pada pasangannya dan anaknya kelak. Dalam metode istinbat hukum
pemeriksaan kesehatan pranikah adalah praktek sadd al-zari’ah. Mengetahui
riwayat kesehatan calon pasangan adalah hal penting bagi terwujudnya
keluarga yang bahagia, maka dibutuhkan regulasi tentang pemeriksaan
kesehatan pra nikah sebagai dasar pijakan bagi KUA untuk menerapkan
pemeriksaan kesehatan pranikah dan untuk suksesnya program tersebut.*?

3. Jemi’an, penelitian tesis, tahun 2011, pada program studi al-Ahwal al-
Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan
(Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh)”. Bahwa syahwat

yang paling besar pada diri gnanusia adal

dan pernikahan m cara aling uk menyalurkannya.
Sehj erintahkan untuk menikah angg sudah
ma i unb iwir n). n dari
pernika alah k mencapai apabila a tor _la@#@®ang harus
dipenuhi yaitu kebWWurunan (anak). Sebab
ada suami atau isteri mengaf@il KeptUtuaWtintuk bercerai atau berpoligami

karena tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya atau karena tidak mendapat

syahwat terhadap lawan jenis,

keturunan dari pasangannya. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipenuhi
oleh suami atau isteri karena tidak memiliki alat reproduksi yang sehat,
misalnya impoten, mandul, dan tertutupnya kemaluan wanita, terputusnya
kemaluan laki-laki, atau pecah buah pelirnya, dan lain sebagainya. Sehingga
suami atau isteri tidak mampu untuk bersetubuh atau tidak mampu

berketurunan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pandangan ulama

12 Khoirul Bariyyah, Siginifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah), (Metro: Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), tersedia di: http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2638
(akses internet 8 Juli 2020)
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tentang perceraian yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual
atau karena tidak ada keturunan (anak), dan pandangan mereka tentang
kesehatan jika kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan. Hasil dari
penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Ulama Kabupaten Gayo Lues
memperbolehkan cerai atau poligami jika terdapat alasan-alasan yang kuat
untuk melakukannya, salah satunya adalah alasan kesehatan (pasangan
tidak mampu bersetubuh atau tidak bisa berketurunan). 2) Mayoritas Ulama
Kabupaten Gayo Lues setuju kesehatan dijadikan syarat nikah, yaitu
sebagai  syarat tambahan  (syarat administrasi) sebagai  kesimpulan,
perceraian dan poligami bukanlah perbuatan yang haram sehingga boleh
dilakukan kalau ingin mendapatkan keturunan atau ingin memenuhi
kebutuhan seksual yang tidak didapatkan dari pasangan tanpa harus berbuat
zina. Dan jika dipandang cerai lebih bermanfaat daripada mempertahankan
keluarga yang ada walaupun cerai sangat dibenci oleh Allah. Dan untuk
kesehatan bisa dijadikan sebagai syarat ta

han (administrasi) pernikahan,

untuk memini [ [ erujung pada
tkan oleh pasangan yang tid
; ||r“)17
slamic Law Family L , No. 02
Desember 2017, de “Tes ra Nikah Bagi Calon
Mempelai Laki- Laki di Kan S ma (KUA) Jatirejo Mojokerto”,

a The

artikel ini mengkaji pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon
mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo
Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan analisis maslahah mursalah”.
Pemeriksaan tes kesehatan pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto hanya dilakukan kepada calon
mempelai laki-laki. Pihak Puskesmas bertanya secara global mengenai
riwayat penyakit calon pengantin, tinggi badan dan berat badan calon

pengantin. Tes kesehatan pra-nikah dalam Islam dibolehkan (mubah) dan

3 Jemi’an, Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Pandangan Ulama Kabupaten
Gayo Lues-Aceh),(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011),
tersedia di: http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7813
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termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyat. Tes kesehatan pra-
nikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga keturunan (hifz al-
nasl). Pemeriksaan kesehatan pra-nikah seharusnya dilakukan oleh kedua
calon pengantin, mengingat begitu banyak manfaat yang didapat dari
pemeriksaan kesehatan tersebut, yang salah satunya adalah mencegah
penularan penyakit. Sesuai dengan ungkapan “mencegah lebih baik daripada
mengobati”, hendaknya pemerintah juga memberikan kemudahan kepada
masyarakat dengan jalan meringankan biaya pemeriksaan kesehatan.*

5. Armia Yusuf, penelitian jurnal, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Syarat
Pemeriksaan Kesehatan dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin
Kualitas Keturunan”. Bahwa salah satu tujuan syari’at (magqasid al-syari’ah)
yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl), dengan tujuan untuk menjamin

terciptanya kualitas keturunan (quality of children) yang baik. Paralel

dengan perkembangan zaman, sejumlah penyakit ya
genetika kepada nMa

me eriksaan kesehatan dala an. gasan

dapat menular secara

ndesak untuk

ters i i i i aimana

tercant Indonesia
sebagaimana dalam Pﬁ%i da dang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perka n, rd pﬁeitif Islam sebagaimana dalam

QS. al-Nisa’ [4]: 19 dan Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim.

Gagasan pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan ini
hanya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, dengan demikian tidak
merubah kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Tulisan ini dikaji dengan menggunakan teori magqgasid al-

 Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di
Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto”, Jurnal al-Hukma The Indonesian Jurnal of
Islamic Family Law, Vol. 07, No. 02 Desember 2017, (Mojokerto: Lembaga Pendidikan
Aisyiyah, 2017), dengan Tersedia di: https://id.scribd.com/document/420078894/475-Article-Text-
1332-2-10-20190111-pdf, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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syari’ah dengan tujuan hifz al-nasl, yang disajikan dengan metode yuridis
normatif.">

6. Erdanela Setiawati, Vitri Yuli Afni Amran dan Nirmala Sari, penelitian
jurnal tahun 2019, pada Fakultas Kedokteran, Universitas Baiturrahmah,
Padang, Program Studi Kebidanan, Fakultas Vokasi Universitas
Baiturrahmah Padang. Jurnal. Kes Cehadum, Vol. 1, No. 4, Desember 2019,
dengan judul “Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pemeriksaan
Kesehatan Pranikah di Kota Padang, Sumatera Barat”. Perempuan yang
telah menikah rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi.
Permasalahan kesehatan reproduksi yang sering muncul adalah infeksi
menular seksual dan infertilitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh
perempuan untuk mencegah permasalah kesehatan reproduksi adalah
dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah (premarital care).

Tujuan penelitian untuk mengetahui. kebutuhan pasangan calon pengantin

terhadap pemeriksaan kesehatan pra nika
pasangan ¢ Pene rupa

uhan pasangan calon penga

il Bl

pasanga in di kota Padang. Lokasi iti UA Kota

Padang. Populasi ng calon pengantin
yang berumur dari 20 tahurmsampai den usia 29 tahun. Sampel dalam

penelitian ini  berjumlah 80 orang, Teknik pengambilan sampel

ang ditinjau dari pengetahuan

itian@eskriptif yaitu

menggunakan accidental sampling. Analisa data adalah analisa univariat.
Hasil penelitian didapatkan bahwa masih ditemukan pasangan calon
pengantin yang tidak mengetahui tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah.
Pada calon pengantin wanita masih ditemukan 21,25% tidak mengetahui
tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah dan 30% calon pengantin pria

tidak mengetahui tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah. Masih

5 Armia Yusuf, “Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya
Menjamin Kualitas Keturunan”, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara),
tersedia di: http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345/1092, dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345/1092
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ditemukannya pasangan yang tidak mengetahui tentang pemeriksaan
pranikah dapat meningkatkan resiko permasalahan kesehatan dimasa yang
akan datang.™®
Berdasarkan penjelasan singkat keenam judul penelitian di atas terdapat
kesamaan dalam mengkaji dan membahas tentang pemeriksaan kesehatan bagi
calon pengantin sebelum menikah. Yang menjadi perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya ialah belum adanya penelitian terdahulu yang
membahas tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin
yang diwajibkan oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI
Jakarta No. 185 Tahun 2017, dan bagaimana dalam konteks pengembangan
hukum keluarga Islam di Indonesia yang kemudian ditinjau dengan hukum
Islam. Oleh sebab itu penulis akan meneliti lebih dalam mengenai Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017

tentang Konseling dan Pemeriksaan:Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam

Huku&ierkawinan Hdonesi
g ikir
gun #ko'x% ' idliirs /ahah al-

i sadd al-zas un

Konteks Pengembang

G. Kajian Teori

mursalah. MenggUnaka menganalisa aspek
ur DKI Jakarta No. 185

Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon

filosofis atau alasa

Pengantin yang berdasarkan dari sebuah fenomena yang terjadi di
masyarakat terkait banyaknya kasus pernikahan dini dan penyakit menular
antar calon pengantin hingga penularan penyakit orang tua kepada anak.
Adapun menggunakan teori maslahah al-mursalah untuk menganalisa
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 dari sisi

®Erdanela Setiawati, Vitri Yuli Afni Amran dan Nirmala Sari, “Pengetahuan Calon
Pengantin tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kota Padang, Sumatera Barat”, (Fakultas
Kedokteran, Universitas Baiturrahmah, Padang, Program Studi Kebidanan, Fakultas Vokasi
Universitas Baiturrahmah Padang, 2019), Jurnal. Kes Cehadum, Vol. 1, No. 4, Desember 2019,
tersedia di: http://jkc.puskadokesa.com/jkc/article/view/25, dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.
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kemashlahatannya terhadap keberlangsungan perkawinan yang sejahtera
dalam konteks pengembangan hukum perkawinan Indonesia. Berikut
penjelasannya:
a. Kajian Teori Sadd al-Zari ah
Sadd al-zari’ah terdiri dari dua kata, yaitu sadd artinya menutup,
menghalangi, dan a/-zari’ah artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi
perantara (mediator). Secara bahasa al-zari’ah yaitu: Wasilah yang
menyampaika pada sesuatu.'” Pengertian ini sejalan dengan yang
dikemukakan Khalid Ramadhan yaitu: Wasilah atau jalan kepada
sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.'®
Kata al-zari’ah itu didahului dengan sadd yang artinya menutup,
maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian
sadd al-zari’ah menurut para ulama ahli ushul figh, yaitu: Mencegah

segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang mengandung hal-hal

yang dilarang / teflarang, susak atau berbahaya.
sa ari’ah anakan suatu

ula mengandung kemasla

ofl2e ] e

al-zari’ah merupak tu penggalian

dapat
hukum Islam de : tup jalan atau wasilah
suatu pekerjaan yang awamya  diboleMkan karena dapat menimbulkan
sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang
dilarang.

M. Hasbi Ash-Shiddigi menyebutkan bahwa sadd al-zari’ah
merupakan salah satu pengecualian metode penggalian hukum Islam di
luar Istihsan. Di mana, Istihsan merupakan pengecualian yang
merupakan  kebolehan dan kemudahan sementara sadd al-zari’ah
merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan. Dapat dipahamai

bahwa sadd al-zari’ah adalah menetapkan hukum larangan untuk perilaku

" Wahbah al-Zuhaili, Usu/al-Figh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 873.
18 Khalid Ramadan Hasan, Mu jam Usul al-Figh, (Mesir: al-Rawdah, 1998), h. 148.
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tertentu yang pada dasarnya diizinkan atau dilarang untuk mencegah
perilaku terlarang lainnya."

Ditempatkannya a/-zari ah. sebagai salah satu dalil dalam menetapkan
hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti
bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum
suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah
bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi
petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum
yang ditetapkan syara’ terhadap perbuatan pokok.?’ Masalah ini menjadi
perhatian ulama karena banyak ayat-ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan
ke arah itu, umpamanya:

Surat al-An‘am (6): 108:

“

f&‘ 093 o2 Ose s el 1453 3 {5

.
-

w & <. - -

A
selain Allah, karena m ig@keln memaki

melampaui pengetahuan.

jadik at menganggap baik
pekerjaan me a Tuhan merekalah kembali
mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang
dahulu mereka kerjakan. 2l

Surat an-Nur (24): 31:

<
P IR S S A 9;;’T/g

9 Mohammad Rusfi, Usul al-Figh, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah
IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.140.

20 Amir Syarifuddin, Usul al-Figh 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 427.

! Kementerian Agama Republik Indonesia, a/-Mubin, (al-Qur’an dan Terjemahannya),
(Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 141.



17

Artinya:”’Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu
sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya
kamu beruntung’??

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi pe-
rempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi
dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi
yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang. Dari
dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang
dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada
dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.?®

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim
mengklasifikasikan sadd al-zari’ah menjadi empat macam, yaitu:

1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan

kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras

yang bisa i dan rbuatan zina yang

I perempuan
boleh dikawini (al-

tahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu

yang sudah

yang mengakibatkan muncul unsur riba.

3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak
sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan itu tetap terjadi
meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan
terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah)
yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah

oleh orang-orang musyrik.

%2 1bid., h. 353.
28 Amir Syarifuddin, Usul al-Figh 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 427.
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4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang
dapat menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang
ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya,
melihat perempuan yang sedang dipinang.?*

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan al-

Syatibi membagi a/-zari’ah menjadi tiga macam, yaitu:

1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa
menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.
Contoh menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan
khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi
perbuatan zina dengan tetangga.

2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala
bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah

berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula.

3) Sesuatu ya masih_ diperselisihkan
[ i me g per

ina dan jual beli berjangka atir unsur

Al

h al-Mursalah
jma’, qiyas,

Sumber huku%ﬂa%mah,
istihsan, maslahah al-murS®lah,” urt, iS¥1shab, syar’u man gablana. Islam

menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan tuntunan

tuk dilarang atau

bisa menjadi

ilahi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu solusi dari
setiap masalah yang muncul dengan seiring berkembangnya zaman dan
era yang modern ini. Kaidah ini tidak ditegaskan dalam nas, serta tidak

ada satu dalilpun yang menolaknya maupun mengakuinya.®

2 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Cetakan Pertama,
(Jakarta: Amzah, 2005), h. 295.

% Ibid., h. 152.

% Jalaluddin Abdurrahman, a/-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha £i al-Tasyri’ (Mesir:
Matba’ah as-Sa’adah, 1403), h.23. di dalam Disertasi Maimun, “Maqasid al-Syari’ah Sebaga
Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. (Disertasi Program
Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).
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Maslahah al-mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu
maslahah dan  al-mursalah?’ Kata maslahah berasal dari kata kerja

bahasa Arab (&ka; —zley menjadi (sl atau (islias) yang berarti sesuatu

yang mendatangkan kebaikan.?® Kata mas/ahah kadang-kadang disebut

juga dengan (+Stauyiy yang artinya mencari yang baike Sy Lk %

sedangkan Kata a/-mursalah adalah isim maf’ul dari fi’il madi dalam

bentuk sulasi, yaitu (<3 , dengan penambahan huruf alif dipangkalnya,
sehingga menjadi (J<3i secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti

(bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata
maslahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang
menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”*

Perpaduan dua kata menjadi mas/ahah al-mursalah yang berarti

prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan

suatu  hukum : dap tu perbuatan yang

atau merumuskan

mursa:h sebagai Serikut:
. 2 -2 /j . : y /@ :.: ! L;

.

Artinya:“ (m h) yang ti ukti inya dari syara’
dalam b nt Ikannya dan tidak ada
yang memper n

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masiahah al-mursalah adalah

maslahah di  mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk

2" Sebagian ulama menyebut maslahah al-mursalah dengan istilah al-Munasib al-Mursal
(dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), al-Istidal al-Mursal (dipopulerkan oleh al-Syatibi)
dan al-Istislah (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi’i, lImu Ushul Figih, Cet. IlI,
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

%8 Chaerul Umam, Usu/ al-Figih |, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

2 Abdul Wahab Khallaf, Masdar al-Tasyri’ al-Islami Fi ma La Nassa Fih, Cet. Ill,
(Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

%0 Amir Syarifuddin, Usu/ al-Figh, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

8% Muhammad Rusfi, Usu/ al-Figih-1, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas
Syari’ah TAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.
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mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas
pengakuannya atau pembatalannya.

Berdasarkan definisi di atas maka maslahah al-mursalah ialah
menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan
dalam al-Qur’an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk
kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada
asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.*® Seperti kaidah ushul
figh berikut :

o add s e fia s Gdigs
Artinya:“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan™**

Maslahah al-mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda

kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama,

jiwa, akal, keturunan dan.harta. Atau.disebut juga sebagai sifat yang

enurut

bul masalih
dar’ul mafasid) bagi

manusia. Semua hal yang baik menufut akal idealnya selaras dengan

au manta’ah)

tujuan syariah (magqasid syari’ah) dalam menetapkan hukum, walaupun
tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada

petunjuk syara’ yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat

%2 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Usu/ al-Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansani, Kaidah-
Kaidah Hukum Islam, Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

%% Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, a/-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan
Hukum Islam, Jurnal llmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di :
https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140 (12 Mei 2019)

* Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid Fighiyyah,
terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2.

% Mohammad Rusfi, Validitas Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al-*Adalah
Vol. XI1, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di :
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175, (07 April 2019, 11.44 WIB)
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Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang
mengungkap bahwa maslahah adalah perangkat hukum yang digunakan
dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat
dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.*® Mas/ahah terdapat dua
macam yaitu:

1) Maslahah al-mu’tabarah ialah suatu maslahat atau kebaikan yang
telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Quran dan
Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal
menjalankan peraturannya.

2) Maslahah al-mursalah yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena
adanya peristiwa-peristiva baru yang timbul setelah wafatnya
Rasulullah saw.” adapun objek mas/ahah al-mursalah adalah kejadian
atau peristiwva yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada

satupun nas (al-Qur’an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.®

sangaty hati-hati d menggunakan maslahah al-
M bat pembentukan
n nafsu dan kepentingan .
unht'/ asl m a i [
- ya ;

ukan hukum. Syarat-s

Ulama bersi

1) Maslahah yan al ang sebenarnya bukan

hanya dugaan semata™ Maksudnya ialah agar bias diwujudkan
pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi
kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan
dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan
mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi
suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut

kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya

% Ipid., h.37

%" Susiadi AS, Buku Daras, Usu/ al-Figh | (Bandar Laampung: Fakultas Syari’ah IAIN
Raden Intan Lampung, 2010), h.106

* Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Cetakan Pertama,
(Jakarta: Amzah, 2005), h. 205.



22

pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahah,
bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan
masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu
paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih saying
dan saling mencintai.*

2) Maslahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya
ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu
kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak
hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang
saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membetengi
diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum
muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan
menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya.
Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang

Ir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh
me gl or i sebut. Demi

membentengi

aslahatan kaum muslimin cara
iy
3) boleh bertentangan de yang telah

ada, baik dalzmwfm, maupun ijma’ dan

qiyas.

4) Maslahah al-mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan,
seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat
akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh
untuk menghindarkan umat dari kesulitan.*°
Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap

kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan

hukum, yaitu:

1) Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara’

% Chairul Umam, Usul al-Figh |, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 137.
%0 Amir Syarifuddin, Usul al-Figh, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 337.
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2) Maslahah itu tidak bertentangan dengan nash syara’

3) Maslahah itu termasuk dalam kategori maslahah yang daruriyyat, baik
menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang
banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.*
Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masiahah al-mursalah

dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam

tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas,
dan ditambahkan mas/ahah tersebut merupakan kemaslahatan yang
nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih belum jelas atau
hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan
menolak kemudaratan. Selama maslahah tersebut mengandung manfaat
secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak
melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur’an dan Hadis
dan mempunyai tujuan syariat yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam

teori magashid syariah yaitu menja ama (Aifz al-din), melindungi
jiwa (hifgal n 'nM elindéingi kelestarian
i /); dan melindungi harta benda’( 2

menjadi acuan dan mengarahkan

Kerangka pikir dis

u
peneliti dalam melakukam mprehensif dan terukur.”®
Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam
sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada
hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi

yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan

' Muhammad Rusfi, Usu/ al-Figih-1, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas
Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

*2 Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, al-Maslahah al-Mursalah dalam
Penentuan Hukum Islam, Jurnal limiah Ekonomi Islam, Vol. 4 (01), 2018, h. 71. tersedia di :
https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140, (19  November  2019), dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5 JAIN Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal,
Tesis dan Disertasi, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri
Raden Intan Lampung, 2012, h. 22.
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merinciihubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan
memprediksi gejala itu.** Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian
tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul
penelitian ini meliputi tinjauan hukum Islam tentang Peraturan Gubernur
No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi
Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum perkawinan
Indonesia.

Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 membahas tentang Konseling
dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, peraturan ini
mewajibkan setiap calon pengantin yang merupakan warga DKI Jakarta
melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Hal ini dilakukan
dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Maka dalam hal ini sangat menarik jika
dilihat pada tinjauan hukum ‘Islam terhadap Peraturan Gubernur Nomor

185 Tahun 2017 ntang sellng dan, Pemeriksaan Kesehatan Bagi
Calon Pengantin perkawinan
Ind ia.

dalam
peneliti i dhibat pada gambar di bawah_i

Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 tentang Konsellng dan
Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

—

Teori Sadd a/-Zari’ah Pendekatan filosofis
Teori Maslahat al-Mursalah Pendekatan sosiologis
Pendekatan medis
v v
Kemaslahatan bagi calon Pengembangan bagi hukum
pengantin keluarga Islam di Indonesia

# Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 14
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H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan
metode filosofis, sosiologis dan medis. Pendekatan filosofis yang digunakan
untuk menentukan latar belakang atau alasan kebijakan konsultasi dan
pemeriksaan kesehatan calon pengantin oleh pemerintah DKI Jakarta yang
tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 sebagai syarat
dilangsungkannya perkawinan. Pendekatan sosiologis guna mengetahui
bagaimana pengaruh kebijakan tersebut di masyarakat khususnya pada
masyarakat DKI Jakarta, serta menggunakan pendekatan medis guna
mengetahui sejauh mana manfaat dari kebijakan tersebut bagi kesehatan

masyarakat.

I. Metode Penelitian
Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari

sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta
kedalaman dalam me isi akan metode sebagai
berkut :
1. Jeni

[ @\ #! AI dengan

eroleh d

mengumpulkan epustakaan yang

bersumber dari b . tesi - |keI yang berkaitan
dengan judul buku yang akan dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini
menggunakan Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling
dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin sebagai data utama dan
buku-buku rujukan lain yang berkaitan dengan judul.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode
penelitian yang mengumpulkan data kemudian menarik kesimpulan.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut penelitian

% zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011),
h. 106.
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kualitatif Baghdham dan Taylor, ini adalah prosedur penelitian yang dapat
menghasilkan data deskriptif dalam bahasa tertulis atau lisan dari orang dan
aktor yang diminati.*®* Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti
mengumpulkan data dengan meninjau Kebijakan yang terdapat dalam
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan
Kesehatan dan Konseling Bagi Calon Pengantin dari hukum Islam.
Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini ialah dengan
menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang tidak memberikan
informasi secara langsung dan yang diperoleh dari berbagai sumber dan
bahan hukum primer yaitu:
a. Bahan Hukum Perimer

Bahan hukum primer adalah sumber data atau bahan-bahan yang
mengikat dalam pembahasan.*” Bahan hukum primer yang menjadi

rujukan dalam penelitian

ini adalah al-Qur’an dan hadis, serta Peraturan
Gubernug, DKI M tang gKonseling dan
atan Bagi Calon Pengantin.
- A 1 6\
gm

B uku under merupakan baha ' an bahan
hukum primer Wm tafsir, dan referensi-
referensi lainya serta il e pendapat para pakar yang
mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.*® Dalam hal
ini yang menjadi sumber hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal-jurnal

dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu konseling dan

pemeriksaan kesehatan pra nikah.

2013),

*® Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
h. 4.
4" Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 2004), h. 121

*® 3. Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kulaitatif, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26
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c. Bahan Hukum Tersier
Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan pedoman
dan penjelasan tentang sumber data primer dan sekunder.* Seperti
kamus ensiklopedia bibliografi. Dalam hal ini ialah Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan ensiklopedia
kesehatan yang memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian tesis ini.
4. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara
dokumentasi. Dengan enelusuri Kkitab, buku atau karya ilmiah lain yang
berkaitan dengan topik penelitian.® Metode pengumpulan data secara
dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengutip berbagai dokumen
yang telah dikelompokkan menjadi sumber data primer dan data sekunder.
5. Pengolahan Data
Memproses data yang dikumpulkan dan menyelesaikan pemrosesan data

dengan beberapa ca

ata-data yang

a dari kelengkapannya, keje a, kesgsuaian

- €\

lah mengatur dan me mpQ data yang
diperoleh ke d

. am Wasalah tertentu untuk
memudahkan pembahasart:

c. Ferifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami arti dari

sumber data yang diperoleh.
d. Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut

urutan pertanyaan dengan kerangka sistem bahasa.>

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-14,
(Jakarta: Rajawali, 2012), h. 13.

% Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1991), h. 75.

>! Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.
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6. Analisis Data

Analisis data adalah metode menganalisis semua data yang tersedia dari
berbagai sumber.>? Penelitian ini menggunakan metode analisis taksonomi
(taxonomi analysis) dalam menganalisi data. Analisis taksonomi merupakan
kegiatan analisis, tidak hanya eksplorasi umum, tetapi juga analisis yang
berfokus pada bidang tertentu, yang berguna untuk mendeskripsikan
fenomena atau masalah sebagai sasaran penelitian. Dimulai dengan fokus
pada domain tertentu, lalu bagi domain tersebut menjadi subdomain dan
bagian detail tertentu, yang biasanya merupakan blok yang sama.>®

Penelitian ini menggunakan metode analisis taksonomi, maka penulis
menganalisa dengan memfokuskan pada pengembangan dalam bidang
perkawinan Islam di Indonesia yaitu pada masalah pemeriksaan kesehatan
sebagai salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana yang

tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017

tentang Konseling iksaan Keseh iCalon Pengantin.
Terkait an k itianaini, penelitian

kuakitatif d elalui pemikiran deduktif, elajarighal-hal

fa e\

khusus enar simpulan dengan mengu emperoleh

data penelitian yangdmm V
Proses analisis dan peMYaji aﬂllakukan pada waktu yang

bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong kesempurnaan penelitian

atau desain penelitian bila diperlukan, untuk memudahkan proses penemuan

teoritis dan untuk penetapan tahap pengumpulan data selanjutnya.>

%2 Lexi. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),
h. 190.

> Ibid., h. 65-66.

* W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006),
h. 444,

% Arief Furgan dan Agus Maimun, Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh,
(Yogjakata: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59-60.
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A. Hukum Perkawinan di Indonesia
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan atau yang sering juga disebut pernikahan dalam literatur figh

berbahasa Arab disebut dengan 2 (dua) kata, yaitu nikah ¢SSy dan zawaj
(@5).5(’ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang

Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi.”’

Secara etimologi (bahasa) nikah berarti a/-jam’u dan al-dammu yang
artinya kumpul.®® Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan.
Kemudian secara majaz bisa diartikan dengan agdu al-tazwij yang artinya
akad nikah, karena termasuk pengikatan sebab akibat.*® Pengertian nikah

menurut imam Syafi’i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal

hubungan tubuh a

, bahwa kata ni bahasa Arab

m a (fi’il

J I gwajaﬁs anj iarti e dalam

bahasa Indonesia yaitu nan. Istil juga dipergunakan sebab
telah masuk ke dalarrw%&

% Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam
Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 4 Desember 2015
(Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 808 (on-line) tersedia di:
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363, (31 Mei 2020), dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinani), Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kecana,2014), h. 35.

%8 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat,
Kata Mutiara, Alih Bahasa, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

% Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016),
h.23. Lihat juga Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Taisiru al-allam Syarh Umdatu al-
Ahkam, Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Pent: Kathur Suhardi, Cetakan ke-
7, (Jakarta: Dar al- Sunnah, 2008), h. 739.

% |prahim Hosen, Figih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk, (Jakarta:
lhya Ulumuddin, 1971), h. 65.

®! Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.
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Sedangkan arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin
menurut bahasa Indonesia secara bahasa ialah membentuk keluarga dengan
lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.®? Istilah kawin
digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, tumbuhan, serta
menunjukkan proses generatif secara lain. Berbeda dengan itu, istilah nikah
diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan
terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul
(pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan pada
manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat
istiadat, dan terutama menurut agama.®® Sebagaimana yang dijelaskan oleh
Sayyid Sabig dalam bukunya Figh Sunnah mendefinisikan nikah sebagai
berikut:

oG 5ot de
vang umum berlaku
an maupun tumbuh-

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah. 05

Menurut syar’i , nikah adalah:

k-

S5 S0 Bl bt 20 B

%2Anonimus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

8Abd Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim
Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 131.

% Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jilid I1, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.t), h. 1

% Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (al-Qur’an dan Terjemahannya),
(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 522
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Artinya: “Suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan
hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan lafaz inkah
(menikahkan), atau lafadz tadzwij (mengawinkan).”

Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti agad, yaitu agad antara calon
suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri
dan secara majazi berarti persetubuhan.®® Dengan kata lain nikah juga
berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan
untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah
bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para
ahli fikih berkata, zawwaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan
di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan
ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang
memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

Bl 3 gl of A i ;}5 islg) iy As

mengandung. ketentuan huku
I ika t

LA

antara suami

Artinya:“Akad yan
kelamin

kebolehan hubungan
atau yang semakna

bai

yang meng
lafaz inkah atau taz

Sedangkan menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian
yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal,
santun-menyantuni, kasih- mengasihi, tentram dan bahagia.®®

Demikian juga sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh
Muhammad Abu Israh:

% Dewani Romli, Figih Munakahat, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 13.

87 zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fikih, Jilid 11, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 48.

% Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002),
h. 2.



32

Gl U O3 5 egS0U Ads ey shally 19 G 538 A d B

Artinya:“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan

untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan

seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan
memberikan hak-iak dan kewajiban antara mereka.”

Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat
kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan
mengadakan pergaulan yang dilandasi rasa saling tolong-menolong.*®

Maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara
seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua
belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat
yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara
keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu
sebagai teman hidup dalam rumah.tangga.™

M u di Indonesia yaitu
n 1974"tentang awinan ialah
seor ri [ i istri

ng agia dan

Yang Ma

kekal berdasar uraian pengertian

pada Pasal 1 tesebutf] ya bahwa:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang
pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maak perkawinan
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsurlahir/ jasmani, tetapi
unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk
keluarga yang bahagia rapatt hubungannya dengan keturunan, yang
pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan
menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

% Dewani Romli, Figih Munakahat, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 15

" Beni Kurniawan, Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis Bagi Pasangan Muda,
Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga, Edisi Pertama, (Tanggerang: Jelajah Nusa, 2012), h. 2.

™ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan, Pasal 1.

2 Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di
Indonesia”, Jurnal al-Adl, Vol. VII No. 13 Januari-Juni 2015, h. 23.
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2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan ialah hukum yang mengatur hubungan antara
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan
biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan
akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Qur’an telah mensinyalir bahwa semua makhluk hidup diciptakan
berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah
manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodoan itu melalui
jenjang perkawinan yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan

sunnaturrasul.” Allah swt, berfirman Q.S. al-Rum: 21:

//// o s }},/w _ /559} Y > w 2 - ’E~ . -
~ - [l . wls Y

d ~
P “a

IOV EY Tk e e A s
Q)&{}Q%st/ﬁ&@l do=> )9 oJ}AV_C;-a.:.:.g
Artinya: “Dan  di antara tanda-tanda. kekuasaan-nya ialah Dian
menciptakah untu isteri-isterigdari jenismu sendiri, suapaya
da ra nya, [dan dijadikan-

a kasih‘dan sa

e

Artinya:"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah ™"

Firman Allah swt., Q.S. Yasin ayat 36:
 _ AE L Eee s 12 o @ 8 . R .@//5)
Lowed ageed) 103 (231 sl Lo Ll 295N Gl oAl et

S CTIPAN

3 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017),
h. 47-48.

™ Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubin (al-Qur’an dan Terjemahannya),
(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 406.

" Ibid., h. 522.
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Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. »76

Allah swt., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah
saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada
dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup,
bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami.

Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan

bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan

isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan
kehidupan serta mengembangkan keturunannya. Firman Allah swt. Q.S. al-

Nisa’ [4] ayat 1:

A

A TP P TrR
L3 e 53 3305 ot 0 SGle (611535 1,851 LT QG

« C/ - £ 2% - %o < Z - -
Q/l (lojﬁ“j e ¢ Yl Lde
LE A

g telah

a Allah

isterinya  dan ya Allah

memperkemba n laki-laki erempuan yang banyak
dan bert n (mempergunakan)
nama-Nya kamu salifg meminta Satu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silatuhrami Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.”""

Firman Allah swt. Q.S. al-Ra’du ayat 38:

5 L - = <. ..fw{/ z /’E’} 77 - 7 9: i 2 /5/56 w -
< &

_ _E v 2 : &

DS =1 S 4

Artinya:“Dan Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum
kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan

keturunan dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan

® 1bid., h. 442.
" Ibid., h. 77.
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sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap
masa ada kitab (yang tertentu).”’®

Firman Allah swt. Q.S. al-Nur ayat 32:
o 4 A C,,« — A - PN R \//zu.,, E/
9550 o) bl Sole o oeliallh S e 15>S0Ts
sow o f gt e agra T g

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sehayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
mengetahui. "

Rasullah saw. bersabda :
/Cu,,;’:wu;;)w\ e s ddog e o o Jytg J6 1 06 s o 26
B0 pxialy ol gleteg § 5o gl daasly el Cad1 86 255ali S <

(eladlaly)) 35y

-~ -

Rasulullah saw. bersabda:

‘*M@M‘JL&-’M;W Gl alos <l w\ux,pw\ Jetg 086 4
G ity 1R 455 ) g 5T v% 582 36 5384 sz :J%
Ol

-

Artinya: Daripadanya r.a. (Anas bin Malik r.a.)berkata Rasulullah saw.
memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang
kami membujang/tidak kawin. ’Beliau bersabda, “Kawinlah
dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya,

"8 Ibid., h. 254.

" Ibid., h. 354.

8 |bnu Hajar al-Asgalani, Terjemah Buligh al-Maram, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka
Amani, 1996), h. 385.
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karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari
kiamat.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh lbnu

Hibban.8
Ju’d} F_éiaijdb suxpgj\u\x,a\ ,uu\w\u;j

\LSL@L;,J\JJS’CL,; ,iﬁ\y“‘ °“°/Ju,ruyjdu\
| ’Cgp\j (.uj Lsi.,asj,bsj‘“ssﬁw umjju,(\y\ Jei ¢ Jus FJ.N

(e iy 3o il 52 1p 85 035

Artinya:“Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya ada sebagian dari sahabat

Nabi saw. yang berkata: aku tidak akan kawin: Sebagian yang lain

berkata: aku akan shalat terus menerus dan tidak akan tidur; dan

sebagian yang lain lagi berkata: aku akan berpuasa selama-

lamanya. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw. Maka ia

bersabda: “Bagaimana gerakan kaum yang berkata demikian dan

demikian? Padahal aku berpuasa, berbuka, shalat, dan tidak tidur

juga mengawini perkawinan; Maka siapa yang tidak menyukai
sunnahku, tidaklah ia dari golonganku”. (Muttafaq ‘Alaih)®

Rasulullah saw.

5, & ’ A ] 3 s
i , h 55

Arti I i i bahwa
Qatadah

berapa Rasul sebelum

kamu dan kami a mereka isteri-isteri dan

keturunan”. (H.R. Imam Tirmizi)®®
Sabda Nabi saw. dengan “melarang membujang” dan sabdanya “maka
kawinkanlah” dan beberapa hadits diatas oleh para fuqah dijadikan dasar
wajibnya menikah.
Ibnu Hajar berkata didalam kitab Fathul Bari, tentang hukum menikah
bagi laki-laki, dibagi menjadi beberapa macam, Bagi orang yang telah

menginginkannya dan mampu memikul beban nikah sedang ia khawatir atas

® Ibid., h. 386.
:i Dewani Romli, Figh Munakahat, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 19.
Ibid., h. 20.
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dirinya jatuh dalam larangan agama, maka berdasarkan kesepakatan ulama,
hukumnya adalah sunnah.

Ibnu hamz berkata: diwajibkan menikah atas orang yang telah berkuasa
mengumpuli isteri, jika mampu memikul beban nikah. Jika tidak mampu
sering-seringlah berpuasa.®*

Pendapat yang manshur dari Ahmad dan dikutip secara ringkas oleh Ibnu
Hubairah bahwa bagi orang yang telah berkuasa dan telah menginginkan
kawin, belumlah ia diwajibkan kawin selagi tidak ada kehawatiran atas
dirinya jatuh dalam kemaksiatan.

al-Qurtubi berpendapat: orang yang telah mampu yang menghawatirkan
dirinya dan agamanya dalam bahaya jika ia tetap membujang dan tidak ada
jalan lain melainkan harus kawin, maka tidak diperselisihkan lagi atas
wajibnya kawin baginya.®

lbnu Dagqjiqil’id meriwayatkan dari a/-Maziri atas wajibnya kawin bagi

orang yang khawatik jatuh m kemaksiatan, danjharam bagi orang yang

i serta makruh

tidak mam

kalagl tida a dan lebih dimakruhkan la an _kawin ia

i s

bagi ora kawin itu dapat memata eingi ahwatnya

dan menjaga kehow dan mubah apabila
faktor-faktor yang mendorofM§ un a dengan yang menghalanginya

berimbang.®

Qodi Iyad berpendapat: Disunnahkan kawin bagi orang yang
mengharapkan keturunan meskipun syahwatnya dingin. Demikian juga bagi
orang yang menginginkan bersenang-senang dengan perempuan tanpa
melakukan percampuran. Adapun bagi orang yang tidak mempunyai
keturunan, tidak mempunyai keinginan baginya disunnahkan untuk kawin

dengan perempuan yang memang mengetahui keadaanya.

8 Ibid.
& pid.
% Ibid.
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Berdasarkan ijma’, para ulama’ sepakat bahwa nikah adalah perbuatan
yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahwa dengan menikah
dapat mengurangi perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan
saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.®’

Sedangkan di Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi
ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan
perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya
Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor
22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh
daerah luar Jawa dan Madura.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Peraturan Pemerintah N 0 Tahun 1 tentang Izin Perkawinan dan
I I i Neg ipil.
e. ah No. 45 Tahun 1990 tent rkawiman dan
an uba

<l i\

16 Tahun 2019 tent

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Un s Undang-
Un

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan mementukan sesuatu itu termasuk
dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan
takbiratul ihram untuk salat,®® atau adanya calon pengantin laki laki, dan

calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

¥"bid., h. 21.

8 Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di
Indonesia”, Jurnal al-Adl, Vol. VII No. 13 Januari-Juni 2015, h. 22.

8 Abdul Hamid Hakim, Mabadi’awwaliyah, jus I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9; lihat
Abdurrahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46.
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Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian
pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon
mempelai laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu
pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.*

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin
Nasution, memang tidak seorangpun fugaha konvensional yang secara tegas
memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fugaha
konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.** Namun
diakuinya bahwa memang ada beberapa fugaha yang menyebutkan unsur
mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
c. Adanya 2 orang saksi;
d. Sighat 'tMn

Malik a rukun nikah itu ada li
a. Wali dari pihak %,
b. Mahar atau mas kawin; ‘

c. Calon pengantin laki-laki;

leh wali atau

d. Calon pengantin perempuan;
e. Sighat akad nikah®
Imam Syafi’i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa,

rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

% Abdur Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), h.46.
zl Khairudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h.29.
Ibid.
% Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, Qowanin al-Ahkam al-Syar ivah, (Beirut:
Dar al-llmi Li al-Maliyyin, 1974), h. 219.
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a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);

b. Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon
suami);

¢. Dua orang saksi;

d. Sighat akad nikah (ijab dan gabul)*

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan gabul saja (akad
yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon
pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu
rukun, sebagaimana terlihat di bawabh ini:

a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki
laki dan mempelai perempuan;
b. Adanya wali;

c. Adanya saksi;

d. Dilakukan dengan sighat tertentu.
lbonu Qudamah Ma nyebut secara

an rukun perkawinan. Pem

mehhl{eﬁru

seperti ut p inan sah bila ada wali d a saksig@®asar hukum
adanya keharusan wali i Wn menurut Qudamah,
adalah sabda nabi yang mengetakan:*T1 ada perkawinan kecuali harus

dengan wali”.* Sedangkan Abdurrahman al-Jaziry berpendapat bahwa yang

termasuk rukun adalah ijab dan gabul di mana tidak akan ada nikah tanpa
keduanya.”
Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan

ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah

% Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, Edisi Syaih ‘Adil Ahmad Abd al-Maujud, Raudah al-
Talibin, Cetakan kesatu (Birut: Dar al-Kutub al-llmiyah, 1412H/ 1992M), h.382-400; lihat
Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maalibari, Fathu al-Mu’in bi Syarh Quratu al-A’in, (Cirebon: Al-
Maktaba al-Misria, t.t), h. 99.

% Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni, Cetakan 1, (Birut: Dar al-Fiqr,
1404H/ 1984 M), h. 337-342.

% Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-Figh ‘ala Mzahib al-Arba’ah, Juz |V, (Dar al-Fikr, t.t),
h. 12.
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pernikahan.®” Hal ini juga di perkuat berdasarkan firman Allah swt., dalam
QS. al-Nisa [4]: 4

2 AAo /,«,u J 2t - B A N TSRS
. Z 7 R ool A - A - N |- -

Z

G e

Artinya:“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya™.”

Dan juga dalam firman allah lainya QS. al-Nisa’ [4]: 24 yaitu:

} C 2o P4 1

-1y sk AT us (,_c:.j_;:\viuuw;w\www\,

etapan- -N an dihalalkan bagi
kamu selaj i isteri-isteri dengan
hartamu untuk di uk berzina. Maka isteri-isteri

yang telah kamu nlkmatl (campurl) di antara mereka, berikanlah
kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu
yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar

itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*

Hukum Islam menetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada
kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau

tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan

°" Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, Cet. 2, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.h.), h. 14.

% Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubin (al-Qur’an dan Terjemahannya),
(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 77.

% Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubin (al-Qur’an dan Terjemahannya),
(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 77
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kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam
syariat Islam hanya ditetapkan bahwa mas kawin harus berbentuk dan
bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan
maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan
calon suami tersebut. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan,
sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

(A~ olgy) A.sj: :;..J\ S CL{J\ VJ“" u\

Artinya:“Sesungguhnya Pernikahan yang paling besar keberkahannya |alah
yang paling mudah maharnya”(HR. Ahmad)'®

(s ob))JM\mL.:j\ LA_:)M ;J.« oL.»\ Q\Mduja&\ g%
Artinya:“Barangsiapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh

dua telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal
baginya untuk menggaulinya”.(HR. Muslim)."*

Mahar harus ada dalam setiap perkawinan akan tetapi tidak termasuk ke

Wx
i diserahkan pad

ritu as lam s

disebut dalam akad

dalam rukun, ka

berlangsung.

dak g rukun
perkawinan. rkawinan rakan syarat-syarat
perkawinan, yang th banyak berkenaan
dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana
yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti
figih Syafi dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.'®® Berikut
syarat-syarat dalam rukun nikah:
1. Syarat mempelai laki-laki, yakni:

a. Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri

100 R, Ahmad (No. 24595)
101 HR. Muslim (No. 1405) kitab a/-Nikah; Abu Dawud (No. 2110) kitab a/-Nikah dan ini

redaksi darinya, Imam Ahmad (No. 14410)

61.

102 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), h.
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b. Kemauan sendiri (merdeka)

c. Jelas identitasnya

d. Tidak sedang menjalankan ihram
2. Syarat mempelai perempuan, yakni:

a. Tidak ada halangan syar’i

o

Tidak berstatus punya suami yang masih sah
Tidak ada hubungan mahram
Tidak dalam keadaan iddah

Kemauan sendiri (merdeka)

a o

Jelas identitasnya

Tidak sedang menjalankan ihram

o Q@ o

Syarat-syarat wali

3. Syarat-syarat wali dalam perkawinan

a. Laki-laki
b. Muslim
c. Aqil
A 1A ))

. Baligh

Sehat akalnya
Adil
Mendengar dan melihat

Tidak dipaksa
Tidak sedang ibadah ihram

o o

o «Q o

Faham bahasa yang digunakan untuk ijab gabul

193 Departemen Agama RI, Ilmu Figh 11, Proyek dan Pembinaan Sarana dan Prasarana,
(Jakarta: Perguruan Tinggi, 1998), h. 60
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5. Syarat ijab gabul

a. ljab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan gabul
dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan
syarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz.

b. Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan gabul
tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang
dapat memisahkan antara ijab dan gabul.

c. Keduanya tidak diperbolehkan kontradeksi. Misal, seorang wali
apabila mengagad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam
gabul harus putri A.

d. ljab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh
masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. ***

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi,

apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

Disebutkan dalam Kitab a/-kigh ‘ala al-Mazahib akArba’ah. “Nikah fasid
yaitu nika emenuhi rat-s sedamg nikah batil
i . Da kah

k memenuhi rukunnya id dan

AR

ia, terdapat peraturan ya nga ait dengan

perkawinan. Dalam P g-U inan dijelaskan bahwa

tujuan perkawinan adalah mbentuk uarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga untuk
dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan
melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur
tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu sebagai

berikut:

104 Dewani Romli, Figh Munakahat, Cetakan Pertama, (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya,
2009), h. 21-23

195 Abd al-Rahman al-Juzairy, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz 4, Maktabah
al-Tijariyah al-Kubra, h. 118.
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a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974)

b. Adanya isin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum
berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974)

c. Usia calon mempelai laki-laki dan wanita sudah 19 tahun. (Pasal 1 UU
No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun
1974)

d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam
hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974)

e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)

f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan
bercerai lagi u

n rcayaan mereka tidak

tuk keduagkalinya, agama dan ke
melarangymere Mn 10 Wndang-Undang
1T
. b Wamnlytﬂ calen me a yang
janda®
4. Hukum-Hukum Pem,’

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan

(=]

antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan
biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan
akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan
dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya
menurut para Sarjana llmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu

kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum

106 Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di
Indonesia”, Jurnal al-Adl, Vol. VII No. 13 Januari-Juni 2015 , h. 25.
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(terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatinya dan
sebagianya.’
Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah

sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-Qur’an. firman Allah swt.:

D Oy K oo Gals L og J—2=’u“v

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya

kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. al-Zariyat: 49)*®
Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah
tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin

Abdussalam, membagi mashlahat menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah swt., bagi hamba-Nya. Maslahat
wajib bertingkat tingkat, terbagi kepada fadil (utama), afdal (paling
utama) dan mutawassit (tengah-tengah), mashlahat yang paling utama

yang ada dirin

adalah mashlah terkandung kemuliaan, dapat

menghilangkan

asla g pallng besar. Kemasl iNle Wajib
b. M. nahkan oleh syar’i kepa emi untuk

kebalkannya tin Wada sedikit di bawah
tingkat mashlahat waji Dalam tingkatan ke bawah,
mahlahat sunnah akan sampai pada tingkat mas/ahat yang ringan yang
mendekati mashlahat mubah.

C. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari
kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam
Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung.

Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih  besar

97 H s.A. al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani,
2002), h. 1

108 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubin (al-Qur’an dan Terjemahannya),
(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 862.
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kemashlahatannya dari sebagian yang lain. Mas/iahat mubah itu tidak

berpahala”.’%°

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan masl/ahat taklif
perintah (talabal fi’li), taklif takhyir, dan taklif larangan (talabal kafi).
Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan
mencegah kemudaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan
kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya.
Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding
kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram
dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar
keafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih
berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan
mahram, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.™*°

Pada dasarnya para jumhur fugaha berkomentar bahwa menikah itu

afi’iyyah berkomentar:
Xak 958 O a5 S & 2kay)

ari berbuat haram,
sunnah.”

hukumnya sunnah. Golonga

Pendapat ini banyak diikuti kebanyakan dinegeri ini. Sedangkan
golongan Zahiri menetapkan hukum wajib. Para ulama’ Maliki Mutaakhirin
berpendapat bahwa menikah dapat dihukum wajib, sunnah atau mubah,
demikian ini dengan memperhatikan dampak pernikahan yang terjadi
baginya.

Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan

nikah yang terdapat dalam fi’il amr pada ayat atau hadits apakah diartikan

109 Muhammad Abu-Zahrah, Ushul Figih, terjemah Saefullah Ma’shum, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1994), h. 558-559
10 pid.
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wajib, sunnah atau mubah. Sebagaimana amr (kata perintah) termaktub

dalam firman Allah dalam QS. al-Nisa’ ayat 3:

deo
gl Thocze Tyt ET 1 7% e
. C‘-’jjubjslﬁ EL‘*“ﬁJ'uf rﬁuUa Lo ‘}>=§/4L9
Artinya: ...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,

tiga atau empat...”111
Ayat dan hadis di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat

berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut secara rinci hukum
nikah:
1) Wajib
Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut
terjerumus dalam lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah
wajib untuk menikah.
Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk
menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk

iri tida Jjalan lain kecuali dengan nikah, maka tidak
ulama a waji '

menyelamatkan

ada perbgdaan

pendapat ini adalah yang
ol e
takut o rjerumus kejurang perzi a ia tidak

menikah, sedang m %
2) Sunnah (dianjurkan)

Menikah memiliki hukum sunnah bagi seseorang yang dapat mencari
dan member nafkah akan tetapi belum berniat menikah dan/atau mampu
mengendalikan nafsunya (tidak khawatir terjerumus perzinaan).'? Hal
ini dapat dianjurkan kepadanya untuk segera menikah, karena menikah
lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah yang

lain. Hal ini merupakan pendapat Jumhur Ulama’, kecuali Imam Syafi’i.

111 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubin (al-Qur’an dan Terjemahannya),
(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 250.

112 sayyid Sabiqg, Figih Sunnah Jilid 3, diterjemahkan oleh Abu Syaugina dan Abu Aulia
Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 207.
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alasan adanya hukum ini adalah menikah merupakan penyempurnaan
setengah agama. Rasulullah saw. bersabda:
s A GED S G S a8 Jedd 35 13
Artinya:“Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah
menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia
bertagwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya).'*®
Keutamaan hukum menikah diutarakan pula dalam hadis Rasulullah
saw., diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abu Waqash ra., Rasulullah saw.,
bersabda bahwa “Allah swt., tidak menganjurkan hidup membujang bagi
kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi
(pernikahan),” hadis tersebut menjelaskan bahwasanya tidak ada anjuran
bagi seorang yang mampu menahan syahwatnya untuk tidak menikah,
dengan kata lain, sekalipun ia tidak khawatir terjerumus perzinaan,
pernikahan tetap merupakan anjuran dan keutamaan dalam
ibadah. Hadis tersebut diperjelas dengan hadits yang

diriwayatkan : sulullah saw. telah

ertl para p!;ela !asrani
ini menegaskan keuth embangkan generasi dan
membedakan dem mng tidak menikah.***

3) Makruh

Makruhnya menikah adalah bagi seorang yang belum berkeinginan

untuk menikah dan ia juga mampu untuk istrinya baik secara lahir
maupun batin."® Oleh karena itu, hendaknya ia mempersiapkan bekal

untuk menikah terlebih dahulu. Allah swt., berfirman:

3 HR. Tabrani. Hadis ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam ash-Shahihah Juz 2:
625

114 sayyid Sabig, Mukhtasar Figih Sunnah Jilid 2 diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya
al-Faifi, (Solo: Agqwam, 2010), h. 207.

1> Ipid., h. 208.
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a -
v

b o BT 5 5 0K 0y il asinds
Artinya:“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka

dengan karunia-Nya. “ (QS. al-Nur ayat 33)

Pernikahan juga dihukumi makruh bagi seseorang yang dalam
keadaan mampu baik secara harta, membiayai pernikahan, menafkahi
istri, tidak dikhwatirkan terjerumus perzinaan apabila tidak menikah
namun justru dikhawatirkan berbuat dzolim baik berupa penganiayaan
ataupun penelantaran terhadap istri jika terjadi pernikahan.™°

4) Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan

pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah

kepada istrinya baik secara lahir maupun batin."*” Oleh karena itu, setiap

orang yang hendak melakukan suatu: pernikahan sedangkan ia tahu

juan dari adanya hanya untuk

menyengsaraka bagi seseorang yang
mengidap penyakit yang mengahalangi untuk melakukan hubungan
suami isteri sehingga tidak dapat terpenuhinya nafkah batin bagi salah
satu atau kedua belah pihak. Sesungguhnya keharaman dalam suatu
pernikahan disebabkan karena apabila pernikahan yang tetap
dilaksanakan maka hal yang disyariatkan dalam hukum Islam adalah
untuk mencapai sebuah kemaslahatan (kebaikan) dunia dan akhirat tidak

akan tercapai.™®

118 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figih Munakahat,
(Jakarta: Amhaz, 2015), h. 46.

" Ibid., h. 207

8 1bid., h. 45.
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5) Mubah
Hukum pernikahan adalah mubah apabila tidak ada hal-hal yang
menjadikan keharusan dan/atau penghalang dilaksanakannya pernikahan
pada diri seseorang.’’® Dengan kata lain, hukumnya mubah jika
seseorang tidak masuk dalam dua kategori pernikahan yang dihukumi
sunnah dan haram. Oleh karena itu seseorang yang telah mampu dan
tidak takut melakukan maksiat, kemudian jika menikah juga tidak

dikhawatirkan melakukan aniaya terhadap istrinya.?

B. Kesehatan dalam Perkawinan
1. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi
Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan
sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan
yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Calon
pengantin perlu mengetahui dan menjaga kesehatan reproduksi dikarenakan

menge!ahui i

AT
b. Calon peng P an akan di n ibu yang harus
mempersiapkamvmrrkan anak yang sehat

dan berkualitas.

antara lain:

a. Calon n reproduksi

sehat

c. Calon pengantin laki-laki akan menjadi calon ayah yang harus memiliki
kesehatan yang baik dan berpartisipasi dalam perencanaan keluarga,
seperti menggunakan alat kontrasepsi serta mendukung kehamilan dan
persalinan yang aman.

d. Laki-laki dan perempuan mempunyai resiko masalah kesehatan
reproduksi tehadap penularan penyakit. Perempuan lebih rentan

terhadap masalah kesehatan reproduksi yang terjadi pada saat

119 H
Ibid.
120 |ndah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia, (Malang: Setara
Press, 2017), h. 83
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berhubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas, keguguran, dan
pemakaian alat kontrasepsi, karena struktur alat reproduksinya lebih
rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan infeksi menular
seksual (IMS) termasuk HIV.

e. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama

untuk menjaga kesehatan reproduksi.*?*

2. Pengetahuan Tentang Kehamilan
Kehamilan adalah masa dimana seorang perempuan memiliki janin yang
sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Setiap kehamilan harus direncanakan,
diinginkan dan dijaga perkembangannya dengan baik. Kehamilan terjadi
ketika sel sperma dari laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan dan
membuabhi sel telur yang telah matang (pada masa subur). sedangkan proses
kehamilan merupakan matarantal yang berkesinambungan dan terdiri dari

ovulasi, migrasi spermatozoa dan. ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot,

nidasi (implantasi : b an tumbuh kembang

122 Masa keha

A!ngh nghi ovul sa subur
pada wanita. ma I biasan ip hari setelah haid
hari pertama sedan kurang lebih tiga hari

sebelum dan sesudah menuju puncak masa subur tersebut. Masa subur perlu

dalam waktu

diperhitungkan untuk dapat menetapkan kapan melakukan hubungan
seksual bagi mereka yang ingin punya anak serta mengindari hubungan
seksual bagi mereka yang tidak ingin mepunyai anak.*** Tanda-tanda pada

masa subur antara lain:

L Ipid., h. 14.

122 |da Ayu Chandranita Manuaba, Ida Bagus Gde Fajar Manuaba, Ida Bagus Gde
Manuaba, llmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB Untuk Pendidikan Bidan, Edisi 2,
(Jakarta: EGC, 2010), h. 75.

123 Aeda Ernawati, “Masalah Gizi Pada Ibu Hamil”, Jurnal Litbang, Vol. X111, No. 1 Juni
2017,(Pati: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, 2017), h. 62.

24 1bid., h. 73
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a. Perubahan lendir serviks
Lendir serviks adalah cairan kental yang keluar dari rahim melalui
vagina. Jika tidak dalam masa subur cairan ini bertekstur lengket da
kental. Perubahan terjadi menjelang masa subur, yaitu dengan
meningkatnya jumlah cairan dan perubahan tekstur mejadi berwarna
bening dan bertekstur lebih cair.
b. Dorongan seksual meningkat
Dalam masa subur, hormon kewanitaan akan meningkat sehingga
berpengaruh terhadap hasrat seksual pada wanita.
c. Temperatur tubuh meningkat dan payudara lebih lunak
Meningkatnya hormon progesteron ketika masa subur akan memicu
kenaikan suhu tubuh, namun karena kenaikan suhu tubuh tersebut hanya
sedikit (kurang lebih 0,5 derajat Celcius), maka cukup sulit mengamati
masa subur hanya dengan memperhatikan kenaikan suhu tubuh pada
wanita. Oleh itu,cara. ini jarang di
menentukan m M

abkan payudara menjadi leb

akan sebagai acuan

duksi hormon

agar

mempu em i hamil,

mempersiapkan diri anb sehat dan aman. Tanda-
tanda kehamilan adalah da menstruasi/haid sebagaiman

mestinya yang dapat disertai dengan mual, muntah, pusing terutama pada

pagi hari dan tidak ada nafsu makan. '2°

Jika seseorang mengalami tanda-tanda tersebut, segera ke fasilitas
pelayanan kesehatan untuk memastikan kehamilannya. Bila hasilnya positif,
maka ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya secara rutin dan
mendapatkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Terdapat beberapa hal
yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil, yaitu:

125 Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (Buku Saku Bagi Penyuluh
Pernikahan) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, (Jakarta: 2016), h. 26.
%% 1bid., h. 27
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a. Ibu hamil tetap dapat melakukan aktivitas rutin dengan menjaga
kesehatannya dan cukup istirahat

b. Tidak boleh mengonsumsi obat-obatan di luar anjuran dokter

c¢. Hindari merokok (baik aktif maupun pasif) dan mengonsumsi alkohol.

d. Boleh melakukan hubungan seksual dan tetao memperhatikan kondisi
kesehatan ibu dan janin.

Kehamilan harus dilakukan perencanaan. Perencanaan kehamilan ialah
pengaturan kapan usia ideal dan saat yang tepat untuk hamil serta mengatur
jarak kehamilan dan jumlah anak. Perencanaan kehamilan bertujuan untuk
mencegah “4 terlalu” antara lain:

a. Terlalu muda (>20 tahun)
b. Terlalu tua (>35 tahun)
c. Terlalu dekat jarak kehamilan (<2 tahun)

d. Terlalu sering hamil (>3 anak)

hamilan_dengan 4 terlalu ak
nak. an p

cal rapkan memiliki status ke

Apabila terjadi berdampak tida baik

untuk kesehatan i

terh i i sehat

sehingg i Mahirkan sehat. Perlu diperhati

a. Usia calon peWW% tahun dilakukan
penundaan kehamilan

b. Calon pengantin perempuan yang mempunyai masalah kesehatan perlu
memperbaiki status kesehatannya sebelum hamil.*?’
Kehamilan pada saat usia terlalu muda dan teralalu tua mengakibatkan

beberapa resiko, yaitu sebagai berikut:

a. Terlalu muda (<20 tahun) dapat mengakibatkan kesulitan dalam
persalinan karena organ reproduksi belum berkembang sempurna,
keracunan kehamilan (preeklamasia), keguguran, pendarahan, resiko

panggul sempit sehingga menyulitkan saat bersalin, bayi lahir sebelum

127 |pid., h. 28
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waktunya, bayi berat lahir rendah (BBLR), cacat bawaan, masalah
mental sosial (ibu belum siap menerima kehamilan)

b. Terlalu tua (>35 tahun) dapat meningkatkan resiko hipertensi dalam
kehamilan, diabetes, preeklamasia, bayi lahir cacat, BBLR, prematur, dan
mengalami keguguran.*®
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kehamilan di usia

muda, yaitu sebagai berikut:

a. Mengupayakan pernikahan pada perempuan usia di atas 20 tahun.

b. Tunda kehamilan pertama sampai usia perempuan di atas 20 tahun

c. Konsultasikan dengan petugas kesehatan mengenai metode kontrasepsi
yang dapat digunakan untuk menunda kehamilan sesuai dengan kondisi
pasangan suami isteri.

Jarak kehamilan perlu diatur karena kondisi fisik dan mental ibu perlu

dipersiapkan, serta memberikan kesempatan pada bayi mendapatkan ASI

dan pola asuh yang baik. Jarak kehamilan satu dengan berikutnya tidak
boleh terlal dar , Se isi rahim ibu belum

puli u bagi ibu untuk menyus awatpayi.'”

Ter 0 yﬂrld“jar dekat,
yaitu:

a. Pendarahan padzm ,

b. Anemia ’

c. Keguguran

d. Bayi lahir sebelum waktunya
e. BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) yaitu bayi yang lahir dengan berat <
2500 gr.**°

f. Cacat bawaan pada bayi

128 Ipid., h. 28

129 1hid., h. 29

130 Indri Hartiningrum, Nurul Fitriyah, “ Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Provinsi Jawa
Timur Tahun 2012-2016”, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 7, No. 2 Desember 2018,
(Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), h. 97.
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Cara merencakan kehamilan ialah dengan mengatur kapan waktu yang
tepat untuk hamil, mengatur jarak dan jumlah anak yang dapat dilakukan
dengan menggunakan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan pilihan
pasangan suami isteri. Oleh karena itu, diperlukan konseling bagi pasangan
usia subur (PUS) oleh petugas kesehatan agar dapat mengenal kebutuhan

kontrasepsi dan membuat keputusan yang paling sesuai.

3. Calon Pengantin dengan Kondisi Kesehatan Tertentu

Umumnya setiap calon pengantin mengidamkan kehidran seorang anak,
oleh karena itu penting bagi pasangan yang hendak menikah memahami
beberapa hal terkait dengan kesehatan dalam perkawinan karena hal ini akan
berdampak pada generasi selanjutnya, salah satunya ialah terkait dengan
permasalahan gizi pada perempuan. Sebab ibu hamil rentan mengalami
beberapa permasalahan kurang gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada
ibu hamil adalah Kurang Energl Kronis (KEK) anemia, ™" dan hipertensi

dalam keadaan ke

a. Anemia

ondisi mem i darah
| (<11 ‘ obin ini
dapat dilaku 1 oleh wanita karena

i i Pu S. Anemi di i
kurangnya asup i engandung zat besi,

pengaturan pola makan yang salah, gangguan haid/haid abnormal, dan
penyakit lainnya (seperti kecacingan, malaria, dan lainnya). Tanda-tanda
anemia antara lain:
1) Lesu, letih, lemah, lelah, lunglai (5L)
2) Sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang.

Dampak yang terjadi apabila anemia diderita oleh ibu hamil ialah
sebagai berikut:

B31Aeda Ernawati, “Masalah Gizi Pada Ibu Hamil”, Jurnal Litbang, Vol. XIII, No. 1 Juni
2017,(Pati: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, 2017), h. 60.

32Masrizal, “Anemia Defisiensi Besi”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Sepetember 2007,
(Padang: Universitas Andalas, 2007), h. 140.
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1) Pertumbuhan janin terhambat

2) Bayi lahir sebelum waktunya

3) Bayi mengalami cacat bawaan

4) Anemia pada bayi yang dilahirkan

5) Resiko pendarahan saat melahirkan
Anemia dapat dicegah dan diatasi dengan:

1) Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang

2) Minum tablet tambah darah (TTD) terutama pada saat selama
menstruasi dan pada saat hamil

3) Jika ada penyakit yang menyertai segera ke fasilitas pelayanan
kesehatan.'*®

b. Kurang Gizi

Penilaian status gizi seseorang dapat ditentukan dengan menghitung

IMT (Indeks Masa Tubuh). IMT adalah proporsi standar berat badan

terhadap tinggi goadan. Rerempuan gan kondisi kekurangan gizi
sebaiknya men aM normal. Sebab bagi
iy ham m keadaan kekurangan gizi itu:

b AT

2) R en

saat melahirkan

3) BBLR \ ’

4) Perbaikan stMn atMan) menjadi kurang
optimal

5) Mudah terkena penyakit infeksi

6) Keguguran

7) Bayi lahir mati

8) Cacat bawaan pada janin

9) Anemia pada bayi***

133 Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (Buku Saku Bagi Penyuluh
Pernikahan) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, (Jakarta: 2016), h, 35-36.
4 1bid., h. 39.
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c. Hipertensi Dalam Keadaan Kehamilan (HDK)

Semua perempuan dapat beresiko mengalami hipertensi dalam
kehamilan, walaupun tidak mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya.
Hipertensi dalam kehamilan adalah hasil pengukuran tekanan darah
>140/90 mmHg setelah kehamilan 20 minggu pada perempuan yang
sebelumnya memiliki tekanan darah normal atau pada perempuan dengan
riwayat hipertensi sebelumnya.**® Tanda dan gejala HDK antara lain:

1) Sakit kepala berat

2) Pembengkakan pada tungkai kaki

3) Ditemukan kelebihan protein dalam wurin pada pemeriksaan
laboratorium

Bila terdapat salah satu atau beberapa tanda-tanda HDK, segera

periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan dan berkonsultasi ke dokter.

Resiko HDK bagi ibu hamil adalah:

1) Kejang
Fisik dan mental yang sehat merupakan pondasi awal keluarga dalam

terdoar | t\

waktunya

6) Kematian pada

7) Kematian pada bayi

4. Penyakit-Penyakit yang Perlu Diwaspadai

mewujudkan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, pasangan calon
pengantin harus terbebas dari penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi
kesehatan janin dan tumbuh kembang anak. Terdapat beberapa penyakit

135 Afiana Rohmani, Muhammad Taufiqy, Diana Ratih Puspitasari, “Faktor Resiko
Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan”, (Jawa Tengah: Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Semarang), h. 1

3¢ Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (Buku Saku Bagi Penyuluh
Pernikahan) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, (Jakarta: 2016), h. 40.
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yang perlu diwaspadai pada masa sebelum dan selama kehamilan, antara
lain:
a. HIV/AIDS
HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang
sel darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang melemahkan sistem
pertahanan tubuh untuk melawan infeksi sehingga tubuh mudah tertular
berbagai penyakit.**’

AIDS (Aicquired Immuno Deficiency Syndrome) adalah sekumpulan
gejala dan tanda penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang
disebabkan oleh HIV. Seseorang yang menderita HIV, tidak langsung
menderita AIDS. HIV dapat berkembang menjadi AIDS dalam kurun
waktu 5-10 tahun.

Virus HIV terdapat di dalam darah dan cairan tubuh lainnya (cairan
sperma, cairan vagina, dan air susu ibu). HIV ditularkan bila ada kontak

dengan darah dam caira

buh. lainnya,dari seseorang yang terinfeksi
HIV. Ca \Mf
n seksual dengan orang yan eksi V.
ey, &
S i eIV (alat suntik, alat tindi tato

3) Ibu yang teriWWnya. Penularan dapat
terjadi selama kehamila¥ sa lafWPKan, dan saat menyusui.

4) Transfusi darah atau produk darah lainnya yang terkontaminasi
HIV. 18

Cara utama agar virus bisa masuk ke dalam aliran darah adalah

melalui:

37 Yudhi Tri Gunawan, Irma Prasetyowati, Mury Ririanty, “Hubungan Karakteristik

ODHA Dengan Kejadian Loss To Follow Up Terapi ARV di Kabupaten Jember”, Jurnal IKESMA,
Vol. 12 No. 1 Maret 2016, (Jawa Timur: Universitas Jember, 2016), h. 54.

¥ ementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (Buku Saku Bagi Penyuluh
Pernikahan) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, (Jakarta: 2016), h. 42
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1) Dinding tipis di dalam anus atau alat kelamin
2) Suntikan langsung ke pembuluh darah memakai jarum atau suntikam
yang terinfeksi
3) Dinding tipis pada mulut dan mata
4) Luka terbuka di kulit
HIV tidak dapat menular melalui keringat. Selain itu, HIV juga tidak
dapat menular melalui jabat tangan, cuiman, air ludah, gigitan, bersin,
berbagi perlengkapan mandi, handuk atau peralatan makan, memakai
toilet atau kolam renang yang sama, digigit binatang atau serangga
seperti nyamuk. Perilaku beresiko terhadap penularan HIV antara lain:
1) Hubungan seksual yang tidak aman
a) Hubungan seks pranikah
b) Hubungan seks berganti-ganti pasangan

¢) Hubungan seks dengan penderita HIV tanpa menggunakan kondom

2) Penggunaan narkoba sunti (Pesanun).ya
steril dan be N

ese punyai resiko tertular HIV tin

AlIA
3) Lelaku seks Im . ‘ ’
4) Waria

5) Pengguna narkoba suntik (Penasun)

ng menggunakan jarum tidak

t
1) P n se
2) Pekerja seks

Cara mencegah penularan HIV-AIDS adalah dengan ABCDE, yaitu:
1) A: Abstinence, tidak melakukan hubungan seksual
2) B: Be faithful, saling setia tidak berganti-ganti pasangan
3) C: Use Condom, gunakan kondom jika memiliki perilaku seksual
beresiko

139 | bid.
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4) D: No Drugs, tidak menggunakan narkoba dan zat adiktif, tidak
berbagi jarum (jarum suntik, alat tindik, alat tato) dengan siapapun
juga.

5) E: Education, membekali informasi yang benar tentang HIV dan
AIDS.*

Bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, hanya menerima
darah yang dinyatakan bebas dari penyakit.

Mengenai pengobatan HIV ini, sementara belum ditemukan obat yang
menyembuhkan HIV, tetapi dengan obat ARV (Anti Retri Viral) telah
terbukti sangat efektif dalam menunda terjadinya AIDS dan mengurangi
jumlah virus HIV dalam sel darah sehingga dapat meningkatkan kualitas
hidup ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS). Bila seseorang terinfeksi HIV
dan mendapatkan ARV secara teratur, kerusakan sistem kekebalan tubuh

akan dapat dihambat sehingga orang tersebut dapat tetap produktif.***

il, pemeriksaan HI
asil aan p

iral) sedini mungkin agar p

Tesh llw d

peng em I perilaku beresiko me p H hasil tes
HIV, dijamin kew pi it_Dalam melaksanakannya
tes HIV, dapat berkonsu er, perawat, petugas kesehatan

atau konselor HIV secara pribadi, yang kemudian Konselor HIV akan

bagi ibu hamil pada

u hamil minum obat

melakukan konseling tentang HIV, kegunaan tes, dan apa yang akan
dilakukan terhadap hasil tes. Tes tersebut dapat dilaksanakan di fasilitas
pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik kesehatan dan rumah
sakit.*#?

Perempuan dengan HIV mempunyai hak yang sama untuk hamil dan
melahirkan. Jika salah satu pasangan atau keduanya HIV maka

kehamilan harus direncanakan agar memenuhi syarat yang aman untuk

140 Ipid., h. 44.
¥ 1pid., h. 46
142 Ibid., h. 45.
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hamil dengan mengikuti program PPIA (Pencegahan Penularan HIV dan
Ibu ke Anak). Ibu dengan pengidap HIV dapat memiliki bayi sehat
melalui pengobatan ARV melalui program PPIA. Oleh sebab itu,
kehamilan perlu direncanakan dan diatur dengan baik melalui konsultasi
dengan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan.'*®

b. Infeksi Menular Seksual (IMS)

IMS adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau
jamur yang penularannya terutama melalui hubungan seksual dari
seseorang yang terinfeksi kepada mitra seksualnya. IMS merupakan salah
satu penyebab infeksi saluran reproduksi (ISR). Namun, tidak semua
IMS menyebabkan ISR, dan tidak semua ISR menyebabkan IMS.**
Penyakit yang tergolong dalam IMS antara lain Sifilis (Raja Singa),
Gonorea (kencing nanah), Klamidia, Kondiloma Akuminata (Jengger
Ayam), Herpes Genetala, HIV, Hepatitis B, dll.

Tidak semuadMS mempunyai gejala yang khas, dan gejala yang
muncul i ada amin u IMS pada
i berbau, b

WA T oy
ina atau anus

il atal

3) Adanya bernjol
4) Adanya luka/ koreng

5) Nyeri di bagian bawah perut dan atau selama berhubungan seksual

kitar vagina dan anus
di'SekitarWagina dan atau anus

Gejala umum IMS pada laki-laki antara lain:
1) Kencing bernanah, sakit, perih atau panas pada saat kencing
2) Adanya bintil/kutil, luka/koreng/lecet sekitar penis dan selangkangan
3) Pembengkakan dan sakit di buah zakar
4) Gatal di sekitar alat kelamin

Infeksi menular seksual (IMS) mempunyai dampak yaitu sebagai
berikut:

143 H
Ibid., h. 46
144 Abdul Bari Saifuddin, Trijatmo Rachimhadhi, Gulardi H. Wiknjosastro, IImu Kebidanan
Sarwono Prawirohardjo, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bina Pustaka, 2014), h. 921.
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1) Kondisi kesehatan menurun

2) Mudah tertular HIV-AIDS

3) Mandul

4) Keguguran

5) Hamil di luar kandungan

6) Kanker leher rahim dan kanker organ seksual lainnya
7) Kelainan penglihatan, saraf

8) Cacat bawaan pada bayi'*

IMS harus diobati secara tuntas sampai sembuh bersama dengan
pasangan. Dengan pengobatan secara tuntas akan dapat menurunkan
resiko penularan HIV, serta mencegah dampak bahaya yang
ditimbulkannya. Selain itu, IMS dapat meningkatkan resiko HIV karena
penderita IMS berpeluang tertular HIV 5-10 kali.**® Pemakaian kondom
secara konsisten dan benar memberikan perlindungan untuk mencegah

penularan infeksigHIV dan IMS.

. Hepatiti
alah penyakit yang men an i dan
Heﬂ I Ni d anjti akut
atau hun dapat berkembang adi _si hepatitis
(pengerasan hatiymet menular melalui:
1) Darah atau cairan tubuftang*tefin

2) Hubungan seksual dengan penderita Hepatitis B

3) Penggunaan jarum suntik bersama

4) Proses penularan dapat ditularkan dari ibu hamil penderita Hepatitis B
ke janinya.
Gejala penyakit Hepatitis B antara lain:

1) Terlihat kuning pada bagian putih mata (sklera) dan pada kulit

2) Mual, muntah

15 Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (Buku Saku Bagi Penyuluh
Pernikahan) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, (Jakarta: 2016), h. 50.

146 Abdul Bari Saifuddin, Trijatmo Rachimhadhi, Gulardi H. Wiknjosastro, Ilmu Kebidanan
Sarwono Prawirohardjo, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bina Pustaka, 2014), h. 933.
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3) Kehilangan nafsu makan
4) Penurunan berat badan
5) Demam

6) Sakit kepala

7) Nyeri pada tubuh™’

Ibu hamil yang terinfeksi virus Hepatitis B beresiko terjadi keguguran,
bayi lahir sebelum waktunya (prematur), dan kematian pada janin.
Namun, Hepatitis B dapat dicegah melalui vaksinasi dan menghindari
hal-hal yang dapat menularkan virus Hepatitis B.*®

d. Diabetes Melitus (Kencing Manis)

Diabetes Melitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan
peningkatan kadar gula dalam darah >200 mg/dL (pada pemeriksaan gula
darah sewaktu). Pemeriksaan gula darah sewaktu adalah pemeriksaan

gula darah yang dilakukan kapan saja, tanpa puasa. Gejala dan tanda

Diabetes Melitus(DM) antara lain:
i inum, maka kencigg)
n)'&galaml

ngantuk
peningkatan \ )’
5) Bila terdapat luka Ieblhlit u_
6) Masalah pada kulit (misalnya gatal-gatal, iritasi, dll)

4) P n badan meskipun
Resiko DM pada ibu hamil adalah:

1) Berat badan bayi lahir di atas normal/bayi lahir besar

149

2) Bayi berisiko mengalami hiperbilrubinia (kuning)
3) Peningkatan resiko hipertensi dalam kehamilan

4) Peningkatan resiko diabetes pada kehamilan berikutnya

7 Dwi Yulia, “ Virus Hepatitis B Ditinjau dari Aspek Laboratorium”, Jurnal Kesehatan
Andalas, Vol. 8 No. 4, 2019, (Padang: Universitas Andalas, 2019), h. 249.

1®Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (Buku Saku Bagi Penyuluh
Pernikahan) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, (Jakarta: 2016), h. 52.

9 1bid., h. 53.
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5) Bayi beresiko mengidap diabetes saat dewasa

Bila terdapat gejala dan tanda tersebut, segera periksa ke fasilitas
pelayanan kesehatan.

e. TORCH (Toxoplasma Gondii, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes
Simplex Virus)

TORCH adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus
Toksoplasma Gondii, Rubella, Cytomegalovirus (CMV), dan Herpes
Simplex Virus Il (HSV-11). TORCH dapat ditularkan melalui:

1) Konsumsi makanan dan sayuran yang tidak bersih dan tidak dimasak
sempurna atau setengah matang (penularan aktif)

2) Penularan dari ibu ke janin (mother-to-child transmission) (penularan
pasif)

3) Kotoran yang terinfeksi virus TORCH (misalnya kucing, anjing,

kelelawar, burung, dan lain-lain)

Dampak TOREH bagi kesehatan yaitus
1) Dapa m esub

un laki-laki sehingga men

o e

in antara lain kelainan otak, paru-
paru, telinga, mn i jdrosepalus (pembesaran
kepala karena penumpU®e&n cair am otak), dan lain sebagainya.

Sekitar 15 persen janin yang terinfeksi TORCH dapat mengalami

baik pada

lit tegadinya

2)

cacat bawaan.*
Pencegahan TORCH dapat dilakukan dengan:

1) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) antara lain cuci tangan pakai
sabun (CPTS) dan mencuci bahan makanan (sayuran, buah, dan
lainnya) dengan air bersih yang mengalir, serta memasak makanan
sampai matang.

2) Pencegahan mutlak dilakukan 3-6 bulan sebelum wanita hamil dengan

vaksinasi MMR (Mumps Measles Rubella).

%0 Ipid., h. 54.



66

Pemeriksaan dilakukan bila ada indikasi/ atas saran dokter di Rumah

Sakit dan di Laboratium yang menyediakan pemeriksaan TORCH.
f. Malaria

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasite
plasmodium yang hidup dalam sel dalam darah. Malaria ditularkan
melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit
plasmodium. Nyamuk Anopheles biasanya menggigit pada malam hari,
sehingga upaya-upaya mencegah malaria paling efektif dimulai pada
senja hari sampai fajar. Malaria tidak dapat ditularkan secara kontak
langsung dari satu manusia ke manusia lainnya, tetapi penyakit ini dapat
menular melalui tranfusi dari donor yang darahnya mengandung parasit

plasmodium.™*

Malaria bisa menyebabkan anemia, yang akan
mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Anemia pada

kehamilan dapat menyebabkan keguguran, resiko pendarahan saat

tur, dan B
Cara nular ra

elalug menggunakan
ida dan menggunakan lotio uk sus di
e 20 I €\
g. Pen netl akit Keturunan)

Calon pengakait genetik karena:
1) Penyakit genetik mer an ya ang disebabkan oleh kelainan

gen yang diturunkan saat terjadinya pembuahan sperma terhadap

melahirkan, bayi

ovum. Pada penyakit genetik tertentu (thalassemia dan hemofilia) bisa
terdeteksi dengan melihat riwayat kesehatan keluarga pasangan catin.
2) Jika salah satu catin menderita penyakit genetik, maka anak yang akan
dilahirkan berpotensi untuk menderita kelainan tersebut. Konseling
sebelum pernikahan diperlukan apabila salah satu dari catin atau garis

keturunannya menderita penyakit tersebut.™

%1 Ipid., h. 55.
152 1hid., h. 56.
153 | pid.
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Beberapa contoh penyakit genetik yang dapat mempengaruhi
kehamilan dan kesehatan janin antara lain:
1) Talasemia
Talasemia adalah penyakit keturunan (kelainan genetik) akibat
kelainan sel darah merah yang megakibatkan sel darah merah mudah
pecah (produksi hemoglobin berkurang) sehingga membutuhkan
transfusi darah rutin. Sebaiknya semua orang Indonesia dalam masa
usia subur diperiksa kemungkinan membawa sifat talasemia, karena 6
dari 100 orang Indonesia adalah pembawa sifat talasemia. Bila ada
riwayat seperti di bawah ini, pemeriksaan pembawa sifat talasemia
sangat dianjurkan:
a) Mempunyai saudara sedarah yang menderita talasemia
b) Kadar hemoglobin relatif rendah (anemia), walaupun sudah minum

obat penambahan darah.

ah lebih kecil,dari no
. v

ebagian besar pembawa sif

al walaupun keadaan

a ti dapat

asemia
alasemia
merupakan pmwwan, bila salah satu
calon pengantin men a eb pembawa sifat talasemia maka

keturunannya kelak berpotensi untuk mengidap talasemia baik sebagai

penderita maupun pembawa sifat. Sebelum pernikahan sebaiknya
pasangan catin yang diketahui membawa sifat talasemia melakukan
konsultasi pada dokter.
2) Hemofilia

Hemofilia adalah suatu penyakit genetik yang menyebabkan
terjadinya gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh. Hemofilia
merupakan penyakit genetik yang jarang terjadi. Jika terjadi
pendarahan pada penderita hemofilia, proses pembekuan darah akan

lebih lama dibandingkan orang pada umumnya.



68

Penyakit hemofilia merupakan penyakit yang diturunkan terkait
dengan kromosom X atau kelainan genetik yang mengkode faktor
pembekuan darah. Selain karena faktor keturunan, Hemofilia dapat
terjadinya karena adanya mutasi gen yang menyebabkan kurangnya
faktor pembekuan darah.

Gejala Hemofilia adalah pendarahan yang sulit berhenti atau
berlangsung lebih lama karena luka, cedera, operasi, cabut gigi, pasca
suntikan, dan pasca di suntik setelah di imunisasi. Gejala ini bisa
ringan atau berat. Tingkat keparahan tergantung dari jumlah faktor
pembekuan di dalam darah. Selain gejala tersebut dapat juga
ditemukan gejala lainnya berupa memar pada kulit dengan benturan
ringan, persendian bengkak dan nyeri, mimisan, sering muntah, sakit
kepala, cepat lelah, dan penglihatan ganda. Hemofilia pada umumnya
terjadi pada laki-laki namun dapat juga terjadi pada perempuan

atau pﬁﬁawa Sifat.15-4
ntin

sebagai carri

5. Kesehatan

secara
menyadari kem kanan, dapat bekerja
secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi  untuk
komunitasnya. Ciri-ciri sehat jiwa adalah:

1) Perasaan sehat dan bahagia

2) Menyadari kemampuan diri

3) Merasa nyaman terhadap diri sendiri

4) Dapat menerima orang lain apa adanya

5) Merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain

6) Mampu memenuhi kebutuhan hidup

7) Mampu menghadapi tantangan hidup

¥41bid., h. 60
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8) Mempunyai sikap positif terhadap diri dan orang lain.

b. Harmonisasi Pasangan Suami dan Istri
Sebelum memasuki jenjang pernikahan, setiap calon pengantin harus
mengenal karakteristik dari masing-masing pasangan sehingga terwujud
keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera.
1) Karakterstik pasangan suami/isteri yang baik
a) Mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-
masing yang sudah menjadi komitmen bersama.
b) Saling mengerti, menghormati, menghargai, dan menutupi
kekurangan masing-masing pasangan kepada orang lain.
c) Bersama-sama menjaga kesehatan keluarga
2) Karakteristik orang tua yang baik adalah:
a) Dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anaknya
b) Tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan

h dan teladan yang

ana
Spiri

Pemeriksaan Kesehatan Pra leah da am Kajian Hukum Islam di
Indonesia

.d'mm

an keseja

f) Memen

Islam menaruh perhatian yang besar terhadap dunia kesehatan. Kesehatan
merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah dan melaksanakan aktivitas
lainnya. Islam dan seluruh ajarannya, memberikan sebuah pandangan yang
tegas mengenai kesehatan. Kesehatan bukan hanya sebuah anjuran tetapi juga
merupakan juga kewajiban. Semua ibadah-ibadah dalam Islam mengandung
ajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan. Karena penelitian terbaru
mengungkapkan bahwa sebuah kondisi akan dikatakan sehat bila lingkungan

155 |pid., h. 63-64.
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di sekitarnya bersih. Oleh karena itu, Nabi mengatakan “kebersihan sebagian

dari pada iman”.*®® Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita mengenai

kesehatan, tidak sedikit dari ucapannya mengandung unsur medis yang

mutakhir. Dari ajaran beliau mengenai perihal orang sakit ialah:

1.

Perintah untuk berobat. Kewajiban bagi setiap muslim yang sakit untuk
berobat.
Setiap penyakit ada obatnya, seperti:

a. Karantina penyakit, Nabi bersabda “Jauhkanlah dirimu sejauh satu atau

dua tombak dari orang yang berpenyakit lepra”(HR. Bukhari).

b. Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam penanggulangan

berbagai penyakit infeksi yang membahayakan masyarakat. Sabda Nabi

yang berbunyi:

e 3 WA 36 ot 50 ol @5 5)5 cale WA S8 ¢ o3l o 2B 1y
“Janganlah engkau masuk ke dalam suatu daerah yang sedang
terjangkit wabah, dan bila dirimu berada di dalamnya janganlah pergi
meninggalkanaya” (HR* ari sli

an umatnya untuk melaku proteksi diri
gai mﬁ&! n si, misalnya nisasi.
sakit, kesehatan mer nh g mutlak

dalam menjalani_a kehidu usia, bila tubuh manusia

dalam keadam

(hubungan manusia dengan Tuhannya), aktivitas sosial (hubungan

elakukan aktivitas ibadah

manusia dengan manusia), serta aktivitas dunia (hubungan manusia

dengan alam).

Dalil yang dapat menjadi dasar pelaksanaan tes kesehatan ialah sebagai

berikut:

Memelihara dan menjaga keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan

dasar penetapan syariat dan salah satu perkara yang berulangkali disebut-

sebut dalam Al-Qur an. Seperti dimaklumi, tentang keturunan yang baik ini,

158 Abdul Qodir Jailani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT. Bina llmu, 1995), h. 63
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Nabi Zakaria pernah berdoa sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali Imron (3):

38 yang berbunyi :
“ zZ_ 4 27 e 2
1 ﬁ’w/ :5.# > s 7w . : g 7 - IR _
) b iy T e J a0y JB e e les Fla

- - _

S -
 AC v
Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata:

"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik.
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".*’

Bahkan, salah satu doa yang diajarkan Al-Qur an kepada umat Islam yang
ditegaskan dalam Q.S Al-Furgaan (25): 74 yang berbunyi :

/5/"’/ "’E/w/: - 1»1{/ - /’i > -1 - 7 <P ¥ ./.‘/ - '{J/
Clax13 - wel 858 Lyydy Lol e B S Loy T osd s o
2 GG it

ang berkata: *Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah
unan Kami sebagai

kepada K ister: I Kamigtdan k
ami), ikanl i imam bagi orang-
55158
d.
At I°di atW'iNa laranga n bagi
seseoran dan berusaha menda ket yang baik

dan tidak memiliki Was ntuk memilih istri dari
keluarga yang subur dan mermiki ‘Danyak®Returunan. Diriwayatkan, beliau

saw. pernah bersabda,

Artinya:”Dan orang orang Yy

@

s G B e el s, Gt g wle 4 L D 3z 01726 g
B 531 diog AT b5 aat 532 53 G K G 53530 sfaagss - sk
Artinya: Daripadanya r.a (Anas bin Malik r.a)berkata Rasulullah s.a.w.

memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang

kami membujang/tidak kawin. ”Beliau bersabda, “Kawinlah dengan
wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku

137 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka al-Mubin,

2013), h. 55

198 |pid., h. 366.
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bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.”
Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.***®
Dalil-dalil umum yang menjelaskan tentang kewajiban menghindari
bahaya. Dalil-dalil juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membolehkan
tes pemeriksaan kesehatan ini. Berdasarkan beberapa alasan dan dalil di atas,
bisa disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan tidak
bertentangan dengan syariat. Bahkan, tindakan ini justru sesuai dengan
tujuan-tujuan syariat. Atas dasar itu, apabila pemerintah mewajibkan
pemeriksaan kesehatan seperti pada zaman ini dikarenakan semakin
banyaknya jenis penyakit menular, hal itu juga dibolehkan. Meski demikian
halnya, tetap harus dicatat bahwa pemeriksaan kesehatan itu sama sekali tidak
berpengaruh apa pun terhadap sah atau tidaknya suatu akad nikah.
Adapun pendapat para ulama terkait tes kesehatan tersebut, terbagi dalam
dua kelompok sebagaimana berikut;

1. Pendapat yang mengataka

ahwa pemeriksaan kesehatan itu tidak boleh
dan tidak (i M hatap itu membuat
or tid i berprasangka baik kepada Al an segingkali
" ol A
it bol

2. Penda takan bahwa pemeriksa ukan dan
tidak bertentanga%lea berpegangan pada
pendapat ini. Menurut meféRa, tes “kesdfatan tidak bertentangan dengan

syariat dan keimanan kepada Allah swt. Sebab, pada dasarnya tes tersebut

hanya sekadar sebagai sebuah ikhtiar manusia untuk kebaikan hidupnya.

Dan upaya seperti ini, secara tersirat diperbolenkan berdasarkan

pernyataan Umar ibnu Khaththab ketika terjadi wabah penyakit menular di

Syam.

Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting sebagai
media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan penggabungan kedua

keluarga besar dalam rangka ibadah melaksanakan perintah Allah swt. Hal itu

9 Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemah Buligh al-Maram, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka
Amani, 1996), h. 386.
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tentunya memerlukan berbagai persiapan terkait yang cukup matang termasuk
persiapan fisik sebelum menikah adalah tidak kalah pentingnya dengan
kesiapan materi, sosio-kultural, mental dan hukum.

Tes kesehatan dan fertilitas yang disarankan kalangan medis serta para
penganjur dan konsultan pernikahan sebenarnya merupakan salah satu bentuk
persiapan pranikah yang secara eksplisit maupun implisit disunnahkan dalam
Islam. Bahkan, sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun
kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap
dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah
dan urine.'®® Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka hal ini
otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang dapat
mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan syariah.

Tujuan utama ketentuan syariat (magasid al-syariah) adalah tercermin
dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup

memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan,

panca maslahat denga

n dan nda itinjau secara

ya pemeriksaan itu akan dapa mepyiapkan

ang! nha'ﬂem ikhtiar

mbantu mencegah hal-hal ginkan di
kemudian hari sehin en

: Wisipasi dan tindakan
preventif yang dilakukan jauh= rFunt® menghindarkan penyesalan dan

penderitaan rumah tangga.

Jenis pemeriksaan kesehatan pra nikah dapat disesuaikan dengan gejala
tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur, berani dan objektif.
Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga
didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun, jika semuanya lancar-
lancar saja, maka hanya dilakukan pemeriksaan standar, yaitu cek darah dan

urine.

160 Bp 4, Perkawinan dan Keluarga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 31-32
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D. Dasar Hukum Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah di Indonesia

Landasan Hukum di Indonesia yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan
pra nikah bagi calon pengantin diatur dalam Instruksi Bersama Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama
dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan
Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang
Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari
pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden RI
No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Isi dari aturan tersebut
lalah bahwa peraturan ini menginstruksikan kepada semua kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama dan Kepala Kantor Departemen Kesehatan di

seluruh Indonesia untuk:

1) Memerintahkan uruh. jajaran, di bawahnya melaksanakan
bimbingangdan Im Ca ntingsesuai dengan
elayanan

terlampir;

bi l“

sing-masing;

3) Melaporkan secara il pel struksi Haji dan Dirjen
PPM & PLP sesuai tugaS'nasing=ma Instruksi Bersama ini mulai

berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

calon

dengan penuh tanggung jawab.'*

Selain itu terdapat juga peraturan khusus yang hanya berlaku di wilayah
DKI Jakarta, peraturan ini membahas lebih lanjut terkait aturan yang telah
diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal
Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

161 Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan
Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus
Toksoid Calon Pengantin.
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Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus
Toksoid Calon Pengantin di atas, yaitu dalam Peraturan Gubernur DKI
Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemriksaan Kesehatan
Bagi Calon Pengantin.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap masyarakat DKI Jakarta yang
hendak menikah diwajibkan melakukan konseling dan pemeriksaan
kesehatan.’®® Pemeriksaan kesehatan yang dimaksud tidak hanya sekedar
imunisasi TT, akan tetapi juga meliputi tes HIV/AIDS, IMS, Hepatisis. Hal
ini dapat diliahat dari surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon
pengantin yang dikeluarkan oleh pihak terkait yaitu Puskesmas dan/ rumah
sakit setempat.’®® Surat keterangan tersebut disebut juga dengan sertifikat
layak kawin. Adanya sertifikat ini, menjadi salah satu syarat
dilangsungkannya perkawinan, karena untuk mendapatkan blangko N1, calon

pengantin harus memiliki sertifkat layak kawin tersebut.'®

Aturan inilah yanggmemiliki_korelasi dengan tes kesehatan pra nikah yang
ada di Indonesia. n at uka tuk undang-undang,
[ idak

menjadi alasan untuk t tes kesehatan

AlA

e

162 pasal 7 ayat (2), Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang

Konseling dan Pemriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

163pasal 9, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan
Pemriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

164 pasal 15, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan
Pemriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.
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